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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pencegahan korupsi, 
konflik kepentingan, dan penerapan prinsip akuntabilitas terhadap sistem pengadaan 
barang atau jasa pemerintah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Brebes. Berdasarkan 
data yang diperoleh dari situs resmi Kabupaten Brebes jumlah OPD yang terdapat 
berjumlah 35 OPD yang terdiri dari Dinas, Badan, dan Inspektorat. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini metode sampel jenuh. 
Jumlah sampel penelitian sebanyak 62 responden (35 OPD) Kabupaten Brebes. Data 
yang digunakan berupa data primer yang diperoleh langsung dari lapangan atau data 
yang bersumber dari informan yang diperoleh melalui kuesioner dengan para 
responden dan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh pencegahan korupsi 
berpengaruh positif terhadap sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah dengan 
nilai signifikan 0,000, konflik kepentingan berpengaruh negatif terhadap sistem 
pengadaan barang atau jasa pemerintah dengan nilai signifikan 0,089, penerapan 
prinsip akuntansi berpengaruh negatif terhadap sistem pengadaan barang atau jasa 
pemerintah dengan nilai signifikan 0,554. 
Kata kunci : Pencegahan Korupsi, Konflik Kepentingan, Penerapan Prinsip 






This research aims to determine the effect of prevention of corruption, 
conflicts of interest, and the application of accountability principles to the 
procurement system of government goods or services. The population used in this 
study is the Regional Device Organization (OPD) in Brebes District. Based on data 
obtained from the official website of Brebes District, the number of OPD consists of 
35 OPD consisting of The Office, Agency, and Inspectorate. The sampling method 
used in this study is saturated sample method. The number of research samples as 
many as 62 respondents (35 OPD) Brebes District. The data used in the form of 
primary data obtained directly from the field or data sourced from informants 
obtained through questionnaires with respondents and observations directly to the 
research site. 
The results of this study showed that the influence of corruption prevention 
positively affects the procurement system of government goods or services with a 
significant value of 0.000, conflicts of interest negatively affect the procurement 
system of government goods or services with a significant value of 0.089, the 
application of accounting principles negatively affect the procurement system of 
government goods or services with a significant value of 0.554.  
Keywords: Prevention of Corruption, Conflicts of Interest, Application of 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik memiliki tujuan untuk 
memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal kepada stakeholdernya, yakni 
stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Pelayanan publik yang diberikan 
oleh pemerintah publik yang diberikan oleh pemerintah daerah seperti pendidikan, 
kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik dan penyediaan 
barang kebutuhan publik dapat dipenuhi dengan melaksanakan suatu proses 
pengadaan yang meliputi pengadaan atas barang maupun jasa dalam lingkup 
pemerintah, selanjutnya dikenal dengan istilah Sistem Pengadaan Barang atau Jasa 
Pemerintah (Resti, 2016). 
Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah rangkaian kegiatan 
mencapai kesepakatan harga dan kesepakatan lainnya dalam rangka memperoleh 
barang atau jasa. Kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui tersebut ada yang 
bersifat tunai dan berjangka waktu tertentu. Kesepakatan berjangka waktu tertentu 
biasanya dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian yang lazim disebut kontrak. 
Apabila kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Instansi 
Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, ataupun Pemerintah 
Kabupaten atau Kota, maka pihak pengguna jasa adalah kepala kantor atau satuan 




terjadi kasus korupsi merupakan praktik yang dapat dilakukan oleh orang-orang 
dari dalam maupun dari luar organisasi, untuk mendapatkan keuntungan, baik 
pribadi maupun kelompok, yang mana secara langsung maupun tidak langsung, 
tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain, kecurangan (fraud) adalah 
kebohongan yang disengaja, ketidakbenaran dalam melaporkan aktiva perusahaan 
atau manipulasi data keuangan bagi keuntungan pihak yang melakukan manipulasi 
tersebut (Hall, 2007). 
Adapun hal pengaruh korupsi menjadi isu yang vital dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara di Indonesia. Korupsi sampai sekarang masih sulit untuk 
dipecahkan dan diberantas oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum. Hal 
tersebut dikarenakan korupsi dilakukan secara sistematis, terencana dan 
terorganisir oleh para koruptor (Prasetia, 2015). Korupsi bukan lagi menjadi 
fenomena baru di Indonesia, sebab korupsi sudah sejak lama menjadi bagian 
aktivitas penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat publik. Terutama 
penyimpangan dalam proyek-proyek pengadaan barang atau jasa pemerintah untuk 
memenuhi keuntungan pribadi dan kelompoknya (Butarbutar, 2018). 
Praktik kecurangan dalam bidang keuangan tidak hanya terjadi pada sektor 
swasta saja melainkan terjadi pula pada sektor publik atau pemerintahan, yang 
tentunya merugikan bagi masyarakat dan negara selama ini negara harus 
menanggung kerugian akibat dari praktik korupsi yang terjadi di lingkungan 




jamak terjadi dan familiar di lingkungan pemerintah adalah tindakan korupsi. 
Tindakan korupsi menjadi isu yang paling fenomenal dan menarik untuk dibahas, 
meskipun banyak kasus yang sudah terungkap dan pelakunya diproses hukum, 
belum ada indikasi bahwa tindakan korupsi tersebut akan segera terhenti. Justru 
seiring berjalannya waktu tindakan korupsi semakin kompleks dengan berbagai 
macam modus. Sebagai salah satu kegiatan pelayanan publik, kegiatan pengadaan 
barang atau jasa pemerintah merupakan aktivitas yang paling disorot berbagai 
media, banyak pejabat pemerintah harus berhadapan dengan hukum karena 
melakukan penyelewengan (Satriyo, 2017). 
Sebut saja beberapa kasus korupsi di sektor perizinan sumber daya alam 
yang didorong akibat konflik kepentingan pribadi pejabat publik dengan menerima 
hadiah (gratifikasi) atau uang suap. Begitu pula modus korupsi jual beli jabatan 
yang sebagian bersifat politik dinasti yaitu dengan mengedepankan kepentingan 
afiliasi keluarga atau kelompok politik. Berdasarkan pada fenomena ini, maka 
terjadi pemunculan masalah jika konflik kepentingan disebut sebagai akar dari 
praktik korupsi pejabat publik (Rezha, 2020). 
Fenomena korupsi pada sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah 
dapat diamati melalui proses kegiatan pengadaan barang atau jasa pemerintah 
daerah. Demikian pula halnya dengan pemerintah daerah di Kabupaten Brebes. 
Kabupaten Brebes terdiri dari beberapa wilayah administratif, seluruh pemerintah 




tinggi pada sektor barang dan jasa,dugaan tiga kasus korupsi saja ditemukan di 
Kabupaten Brebes, yaitu pengadaan alat kesehatan, pengadaan tanah, dan korupsi 
APBD. Sejalan dengan itu, Gone Theory yang ditemukan oleh bologna (1993) 
dalam Suroso (2011) menyebutkan bahwa terdapat empat faktor yang 
menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi karena munculnya konflik 
kepentingan. Pertama unsur Greed (Keserakahan) terkait dengan unsur internal 
seseorang yang tidak pernah merasa cukup. Kedua unsur Need (Kebutuhan) terkait 
dengan pemenuhan kebutuhan yang semakin bertambah sehingga mendorong 
untuk melakukan tindakan curang demi menguntungkan diri sendiri atau 
kelompok. Ketiga, Opportunity (Kesempatan) terkait dengan terbukanya 
kesempatan karena kurangnya kontrol dari organisasi terhadap Tindakan 
kecurangan. Terakhir Eksposure (Hukuman untuk efek jera) terkait dengan 
konsekuensi yang diperoleh pelaku kecurangan. Faktor greed, opportunity, need 
daneksposur ini diharapkan dapat dikendalikan melalui sistem pengadaan yang 
dapat meminimalisir kecurangan. Hal inilah yang melatarbelakangi Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa (LKPP) untuk mengembangkan suatu 
sistem pengadaan yang dapat meminimalisir kecurangan (LKPP, 2011). 
Karena sering terjadinya konflik kepentingan dalam kasus korupsi 
dibentuklah penerapan prinsip akuntabilitas untuk mengurus anggaran dalam 
kegiatan pengadaan barang atau jasa pemerintah guna untuk menjelaskan seluruh 




theorymemberikan pendapat bagaimana melakukan pencegahan praktik korupsi 
pengadaan barang atau jasa. Pendekatan teori collective action merupakan cara 
untuk menganalisis proses hubungan dinamika antara aktor-aktor politik atau 
kelompok-kelompok kepentingan dalam proses kebijakan tata kelola pengadaan 
barang atau jasa. Teori collective action hadir untuk menganalisis hubungan 
dinamika antara aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah proses publik 
procurement. Dalam pengadaan barang dan jasa, sesungguhnya banyak aktor dan 
kelompok yang terlibat. Keterlibatan banyak kelompok merupakan prasyarat  
keberhasilan collective action dalam mencegah korupsi (Olson, 2008; Sandler, 
2015; Barnaud et al, 2018). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris 
mengenai upaya pencegahan korupsi pada sistem pengadaan barang atau jasa 
pemerintah. Penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain bagi pelaksana 
kegiatan pengadaan barang atau jasa untuk dapat memanfaatkan upaya pencegahan 
korupsi pada pengadaan barang atau jasa pemerintah di Kabupaten Brebes. 
Adapun penelitian ini mengacu pada penelitian (Rahmawan Satriyo 
Nugroho, 2015) yang melakukan penelitian mengenai Pengaruh Implementasi 
Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Terhadap Fraud Pengadaan 
Barang atau Jasa Pemerintah (Studi Pada SKPD Kabupaten Magetan), namun 
perbedaannya dalam penelitian (Rahmawan Satriyo Nugroho, 2015) hanya 




variabel yaitu pencegahan korupsi, konflik kepentingan dan penerapan prinsip 
akuntabilitas. 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk 
meneliti tentang sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah, yang dipengaruhi 
oleh pencegahan korupsi, konflik kepentingan dan penerapan prinsip akuntabilitas. 
Dengan judul penelitian “Pengaruh Pencegahaan Korupsi, Konflik 
Kepentingan dan Penerapan Prinsip Akuntabilitas Terhadap Sistem 
Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah”. 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang di kemukakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah terdapat pengaruhPencegahan Korupsi terhadap Sistem Pengadaan 
Barang atau Jasa Pemerintah? 
2. Apakah terdapat pengaruh Konflik Kepentingan terhadap Sistem Pengadaan 
Barang atau Jasa Pemerintah? 
3. Apakah terdapat pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas terhadap Sistem 
Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang diatas yang kemudian didefinisikan ke dalam 





1. Untuk mengetahui apakah Pencegahan Korupsi berpengaruh terhadap Sistem 
Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Kabupaten Brebes. 
2. Untuk mengetahui apakah Konflik Kepentingan berpengaruh terhadap Sistem 
Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Kabupaten Brebes. 
3. Untuk mengetahui apakah Penerapan Prinsip Akuntabilitas 
berpengaruhterhadap Sistem Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah 
Kabupaten Brebes. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
a. Manfaat Teoritis 
1) Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi pengetahuan 
ilmu ekonomi yang berkaitan dengan sistem pengadaan barang atau jasa 
pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. 
2) Bagi Pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 
kajian dan pengetahuan korupsi khususnya yang berkaitan dengan kegiatan 
pengadaan barang atau jasa pemerintah. 
3) Bagi Fakultas, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wahana 
peningkatan pengetahuan ilmu ekonomi yang berkaitan dengan sistem 
pengadaan barang atau jasa pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. 
b. Manfaat Praktis 




Bagi pemerintah daerah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar 
untuk menemukan pengaruh pencegahan korupsi, konflik kepentingan, dan 
penerapan prinsip akuntabilitas terhadap sistem pengadaan barang atau jasa 
pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. 
2) Bagi Fakultas, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk mengkaji 
hal-hal yang berkaitan dengan sistem pengadaan barang atau jasa 
pemerintah.
 





A. Landasan Teori 
1. Teori Keagenan (Agency Theory) 
 Definisi Teori Agensi menurut Jensen and Meckling (1976) hubungan 
keagenan merupakan sebuah kontrak antara principal dengan agen, dengan 
melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada 
agen. Sebagai agen manajer secara moral memiliki tanggung jawab untuk 
memaksimalkan keuntungan para pemilik (principal) sedangkan disisi lain dia 
juga memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Teori 
keagenan juga dapat diterapkan pada sektor publik. Negara yang demokrasi 
memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau 
hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat 
memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah pemerintah daerah juga 
harus mempertanggung jawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat.  
 Disisi lain pemerintah daerah juga harus memaksimalkan kesejahteraan 
mereka. Pada sektor pemerintahan hubungan keagenan tersebut juga dapat 
dilihat dalam kegiatan sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah. 
Pemerintah daerah disini rutin mengadakan kegiatan barang atau jasa pada 
pemerintahan, kemudian hasil dari kegiatan tersebut harus ada hasil yang 




daerah harus mempertanggung jawabkan realisasi hasil kegiatan tersebut ke 
pemerintah pusat. Selain hubungan pemerintah pusat dan daerah juga ada 
hubungan antara legislatif dan eksekutif, eksekutif adalah agen sedangkan 
legislatif adalah principal (Halim, 2007). Legislator adalah pihak yang 
mendelegasikan wewenang kepada agen seperti pemerintah atau panitia di 
legislative untuk membuat kebijakan baru. Agen disini membuat usulan 
kebijakan dan nantinya usulan agen tersebut diterima atau ditolak. 
2. Sistem Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah 
 Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang 
terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi, 2008:5). 
Prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan klerikal, biasanya melibatkan 
beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya 
perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi 
secara berulang-ulang (Baridwan (2009:3). Berdasarkan definisi tersebut dapat 
disimpulkan bahwa sistem adalah suatu prosedur yang disusun dan 
dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama perusahaan. 
Sedangkan kesimpulan prosedur adalah urutan kegiatan yang melibatkan 
beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang disusun untuk menjamin 
adanya perlakuan yang sama terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang 




 Sedangkan sistem pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk 
mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai 
dengan kebutuhan dan keinginan penggunaanya (LKPP, 2011). Pengertian 
sistem pengadaan lainnya mendefinisikan kegiatan pengadaan barang atau jasa 
pemerintah (government procurement) sebagian usaha untuk memperoleh 
barang, jasa dan prasarana umum dalam waktu tertentu yang menghasilkan nilai 
terbaik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat (Kiswara, 2011). 
 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pada pasal 1 memberikan pengertian 
atas pengadaan barang atau jasa pemerintah sebagai berikut : 
Pengadaan barang atau jasa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang 
atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang atau Jasa oleh Kementerian  
atau Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Instansi yang prosesnya 
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan 
untuk memperoleh barang atau jasa. 
 Proses sistem pengadaan barang atau jasa pada sektor publik berbeda 
dengan proses pengadaan pada sektor privat atau swasta. Pengadaan barang atau 
jasa di sektor pemerintah sangat memperhatikan proses dan pencatatan atas 
kegiatan pengadaan tersebut, demikian pula dengan adanya konflik kepentingan 
(moral hazard dan adverse selection) yang mungkin terjadi. Guna 




secara manual, maka pemerintah daerah melaksanakan proses pengadaan 
barang atau jasa. Pada pengadaan barang atau jasa yang diukur melalui 
kuesioner yang bersifat normatif, sehingga permasalahan kecurangan yang 
mengemuka hanya bersifat administratif, (Resti, 2016). Menurut Effrianto et al., 
(2015:29), pada sistem kegiatan pengadaan barang atau jasa pada pemerintah 
daerah terjadi dimensi yang terdiri dari: 
a. Peraturan Pengadaan 
Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah diadakan 
beberapa kali perubahan guna memperbaiki kinerja pada kegiatan 
pengadaan itu sendiri dan kepentingan pengadaan. 
b. Tujuan Pengadaan 
Perubahan pada peraturan dalam pengadaan barang atau jasa 
dilakukan juga dengan tujuan untuk membantu pejabat negara maupun 
pejabat di daerah dan penjelasan pencapaian hasil. 
c. Proses Pengawasan pada Pengadaan 
Menjalankan fungsi pengawasan sistem pengelolaan kegiatan pada 
lembaga yang dipimpinnya, terdapat sasaran pokok pengadaan barang/jasa 
serta target yang sudah tercapai pada sebuah kegiatan pengadaan 
barang/jasa. 
 Hal-hal yang diatur dalam peraturan pengadaan barang atau jasa meliputi 




pengadaan, ketentuan-ketentuan mengenai kontrak pengadaan, sosialisasi 
tentang pengadaan. Wardiyanto (2012 : 33) mendefinisikan barang atau jasa 
publik adalah barang yang penggunaanya terkait dengan kepentingan 
masyarakat banyak baik secara berkelompok maupun secara umum, sedangkan 
barang atau jasa privat merupakan barang yang hanya digunakan secara 
individual atau kelompok tertentu. Pada prinsipnya, pengadaan adalah kegiatan 
untuk mendapatkan barang, atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien 
sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunaanya. Yang dimaksud barang 
disini meliputi peralatan dan juga bangunan baik untuk kepentingan publik 
maupun privat (LKPP, 2011). 
 Ketentuan perundang-undangan sudah jelas mengatur dan membentengi 
aparatur dari kemungkinan melakukan tindakan korupsi (LKPP, 2009) 
mengungkapkan beberapa celah korupsi pada pengadaan barang atau jasa 
diantaranya yaitu : 
a) Pengadaan secara arisan dan adanya kick-back selama proses pengadaan 
b) Melakukan suap untuk memenangkan pengadaan 
c) Proses pengadaan yang tidak transparan 
d) Pengelola proyek tidak mengumumkan rencana pengadaan 
e) Pemasok mematok harga yang lebih tinggi (mark-up) 
f) Memenangkan perusahaan saudara, kerabat, atau kelompok tertentu 




h) Mencantumkan spesifikasi teknis yang hanya dapat dipasok oleh satu 
pelaku usaha tertentu 
i) Adanya pemasok yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi namun 
tetap dapat ikut pengadaan dan bahkan menang. 
j) Menggunakan metode pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah 
yang tidak seharusnya untuk mencapai maksud tertentu seperti 
menggunakan metode penunjukan langsung dengan tidak menghiraukan 
ketentuan yang telah ditetapkan. 
3. Pencegahan Korupsi 
 Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) baik 
dari sisi dampaknya maupun dari sisi modus operasinya. Dari sisi dampak, 
korupsi sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan perekonomian negara, 
misalnya dalam sektor swasta, korupsi dapat meningkatkan biaya (high cost), 
karena pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat 
korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan, Korupsi 
dapat juga berdampak pada penurunan kualitas pelayanan pemerintahan dan 
menambah beban anggaran pemerintah, mengemukakan proses pencegahan 
korupsi tersebut digambarkan melalui siklus yang antar prosesnya tidak dapat 
saling dipisahkan yang dikenal dengan Fraud Deterrence Cycle atau siklus 




 Unsur-unsur pencegahan fraud juga dikemukakan oleh Albrecht (2008) 
dengan membangun budaya kejujuran dan mengeliminasi peluang fraud. Salah 
satu pencegahan fraud antara lain dengan menumbuhkan budaya yang 
menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi. Hal ini juga 
memungkinkan entitas mengembangkan kerangka etika yang mencakup 
beberapa cara antara lain (Priantara, 2013): 
a. Setting the tone at the top 
Kejujuran dapat dipertahankan dan ditingkatkan jika atasan seperti 
direksi dan manajer memberi contoh yang baik. Terhadap perilaku tidak 
etis termasuk pelaporan keuangan yang menyesatkan. Manajer juga dapat 
menjadi contoh bagi seluruh pegawai melalui kata dan perbuatannya bahwa 
ketidak jujuran atau perilaku tidak etis tidak bisa ditolerir meskipun 
menguntungkan perusahaan. 
b. Menciptakan lingkungan kerja yang positif  
Menciptakan lingkungan kerja yang positif meningkatkan moral dan 
mempengaruhi niat pegawai untuk melakukan kecurangan lingkungan 
positif berarti bebasnya pegawai dari perasaan dimanfaatkan, diancam dan 
dilecehkan oleh perusahaan. Faktor yang menurunkan lingkungan kerja 
yang positif dan meningkatkan risiko kecurangan: 
- Adanya persepsi ketidakadilan dalam perusahaan. 




Perekrutan dan promosi harus dilakukan secara tepat manakala 
menghadapi tekanan dan kesempatan yang cukup, beberapa pegawai 
memilih berbuat curang daripada menghadapi konsekuensi negatif berlaku 
jujur. Mempromosikan pegawai secara proaktif meliputi: 
- Review kinerja regular termasuk diantaranya evaluasi 
pegawai/individu. 
d. Pelatihan Pegawai 
Setiap pegawai baru dilatih mengenai nilai-nilai budaya dan aturan 
perilaku perusahaan. Pelatihan ini harus mencakup apa yang diharapkan 
dari seluruh pegawai berkenaan dengan: 
- Jenis masalah termasuk kecurangan yang terjadi. 
e. Penegasan Manajemen 
Manajemen perlu mengartikan kepada seluruh pegawai untuk 
menunaikan akuntabilitas: 
- Whistleblower system. 
f. Disiplin dalam Lembaga 
Disiplin dapat ditetapkan dalam lembaga apabila sebaliknya Tindakan 
berikut ini dapat diambil sebagai respons terhadap insiden kecurangan: 
- Tindakan yang tepat dan konsisten. 
 Berkaitan dengan pencegahan korupsi, Gretta Fenner menjelaskan terkait 




integritas dalam pelayanan publik melalui pengelolaan situasi konflik 
kepentingan dan upaya penguatan integritas dalam bisnis sektor. Dengan tujuan 
membantu negara-negara meningkatkan tingkat deteksi mereka, rangkaian 
korupsi lokakarya kedua membahas kebutuhan dan alat untuk perlindungan 
whistleblower yang berarti kebutuhan, dalam beberapa hal khususnya daerah 
rawan korupsi seperti pengadaan publik, untuk mengembangkan tertentu jenis 
sistem untuk pencegahan dan deteksi korupsi. Set ketiga lokakarya 
terkonsentrasi pada beberapa mekanisme yang diperlukan untuk membuatnya 
penyidikan dan penuntutan korupsi lebih efektif, termasuk teknik akuntansi 
forensik dan prosedur fungsi hukum timbal balik bantuan dan pemulihan aset 
(Gretta Fenner, 2003:1). 
 Langkah-langkah pencegahan korupsi, yaitu yang pertama meningkatkan 
integritas pejabat pada sektor publik dan sektor swasta, kedua pengembangan 
sistem tertentu untuk pencegahan dan pendeteksian korupsi, dan yang terakhir 
mengefektifkan penyidikan dan penuntutan korupsi(Amiruddin, 2012). 
4. Konflik Kepentingan 
 Secara umum, konflik kepentingan dapat didefinisikan sebagai kondisi 
yang dialami oleh pejabat publik ketika kewajibannya menjalankan fungsi 
publik berbenturan dengan kepentingan pribadi (OECD, 2005). Menurut Boyce 
(2008) konflik kepentingan biasanya muncul karena adanya konflik 




a) Kepemilikan Instansi 
Mencakup baik kepentingan non-finansial seperti kepemilikan perusahaan 
yang sudah mencakup hak penerima. 
b) Pencapaian Kesepakatan 
Dalam pencapaian kesepakatan ada penetapan sebuah tujuan dan terkadang 
muncul usulan karena terjadinya ketidakadilan pihak yang satu dengan yang 
lainnya. 
c) Keikutsertaan dalam Membangun Daerah 
Kepentingan pribadi ada kepentingan non-finansial yang identik dengan 
afiliasi personal seperti hubungan keluarga, organisasi politik maupun 
kelompok organisasi tertentu namun tidak untuk keputusan satu pihak. 
 Berdasarkan teori agensi, prinsipal (pemilik atau manajemen puncak) 
dalam hal ini adalah shareholders dan bondholders membawahi agen 
(karyawan atau manajer yang lebih rendah) untuk melaksanakan kinerja yang 
efisien. Agen dan prinsipal diasumsikan termotivasi memiliki konflik 
kepentingan masing-masing yang sering kali kepentingan tersebut saling 
berbenturan (Arfan, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa manajemen memiliki 
dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing 
pihak berusaha untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kemakmuran yang 




 Konflik kepentingan terjadi ketika terjadi kepentingan pribadi bercampur 
dengan tugas dan tanggung jawab resmi yang dimiliki oleh seseorang. Terdapat 
tiga tipe utama konflik kepentingan, yaitu: 
a) Actual conflict of interest, yaitu konflik kepentingan yang ada di antara 
tugas/ tanggung jawab resmi dan kepentingan pribadi. 
b) Perceived conflict of interest, yaitu konflik kepentingan yang dipandang 
bercampur dengan tugas/tanggung jawab resmi yang nyatanya menjadi 
suatu kasus atau bukan. 
c) Potential conflict of interest, yaitu kepentingan pribadi bercampur dengan 
tugas/tanggung jawab resmi di masa mendatang (Sulistiyani, 2016). 
5. Penerapan Prinsip Akuntabilitas 
 Menurut The Oxford Advanced Learner’s Dictionary(Lembaga 
Administrasi Negara, 2000: 21) akuntabilitas adalah required or expected to 
give an explanation for one’s action. Dengan kata lain, dalam akuntabilitas 
terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindakan dan 
kegiatan terutama di bidang kebijakan pemerintah di Kabupaten Brebes dalam 
pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dalam hal ini, terminologi 
akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian 
tujuan. Tolak ukur atau indikator pengukuran akuntabilitas kewajiban individu 
dan organisasi untuk mempertanggung jawabkan capaian kinerjanya melalui 




 Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukan apakah aktivitas birokrasi 
publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan 
norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik 
tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya 
(Kumorotomo, 2005 : 4).  
 Adnan, et al. (2013) mengukur tata kelola perilaku penerapan prinsip 
akuntabilitas manajer dalam kegiatan pengadaan: 
a) Kepentingan Sikap Etis 
Yakni dengan manipulasi laporan kepentingan sikap etispada akuntabilitas 
manajer sangat penting untuk itu selalu mempunyai standar nilai untuk 
evaluasi. 
b) Ideologi Etis 
Nilai etis seorang manajer yang akan mampu menuntun guna mengambil 
keputusan yang baik dan benar serta loyalitas dalam memimpin. 
c)  Kode Etik 
Suatu sistem, norma, nilai dan juga aturan professional yang ditetapkan 
tertulis yang secara tegas jadi mempunyai kualitas tanggung jawab 
menyatakan kinerja yang benar dan baik dan kinerja apa yang tidak benar. 
 Di lain pihak auditor internal secara khusus memenuhi syarat untuk 
memainkan peran penting secara etis untuk mencegah kecurangan (Boyle, et al., 




aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah 
sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah 
pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang 
sesungguhnya (Kumorotomo, 2002). 
B. Studi Penelitian Terdahulu 
 Penelitian ini adalah merupakan penelitian replikasi dari penelitian 
sebelumnya tentang pencegahan korupsi dan konflik kepentingan terhadap 
pengadaan barang atau jasa pemerintah. Perbedaan antara penelitian ini dengan 
peneliti-peneliti sebelumnya terletak pada lokasi penelitian dan tahun penelitian. 
Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 
No Judul dan Nama 
Peneliti 
Variabel Independen 
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Barang dan Jasa 
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5. Akuntabilitas dan 
Transparansi 
Pengadaan Barang 
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langsung dan metode 
pengadaan langsung. 









Barang Dan Jasa 




secara jelas tentang 
permasalahan SDM 
yang terkait dengan 










Barang Dan Jasa 
Swakelola 
barang dan jasa yang 
tidak hanya meliputi 
kemampuan 
memahami peraturan 
yang tumpang tindih 
dan sering berubah, 





C. Kerangka Pemikiran 
Kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel 
yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-
teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan 
sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang 
diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk 
merumuskan hipotesis (Puspitha, 2017:30). 
1. Pengaruh Pencegahan Korupsi Terhadap Sistem Pengadaan Barang atau 
Jasa Pemerintah 
Tindakan korupsi pada sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah 
menyebabkan kebocoran utama dalam keuangan negara maupun keuangan 
daerah. Tindakan kecurangan yang paling sering terjadi pada sistem pengadaan 
barang atau jasa adalah korupsi (Wind, 2011). Korupsi dalam pengadaan 
barang atau jasa identik dengan kecurangan publik. Korupsi menjerat pihak-
pihak internal yang terlibat dalam proses kegiatan pengadaan barang atau jasa. 




telah divonis bersalah, mengaku melakukan tindakan korupsi bukan karena 
faktor keserakahan, memanfaatkan kesempatan atau pun sikap mental tidak 
pernah merasa cukup. Pelaku korupsi hanya tidak memahami, tidak 
mengetahui tata cara beradministrasi dan berbirokrasi yang baik. 
Dari penjelasan tersebut, pencegahan korupsi mempunyai pengaruh 
positif untuk kegiatan sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah pada 
lingkungan instansi Pemerintah daerah agar tidak terjadi berulang kali kasus 
korupsi yang merugikan Negara. Karena korupsi sebagai suatu tindakan yang 
salah dan tidak bertanggung jawab dengan menghalalkan segala cara untuk 
memperoleh keuntungan pribadi namun memberikan dampak kerugian pada 
kepentingan orang lain. Pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah 
memfokuskan pengertian korupsi pada korupsi internal yang terjadi dalam 
kegiatan pengadaan barang atau jasa di lingkungan instansi pemerintah yang 
mengakibatkan terjadinya kerugian Negara (Yulifah, 2014, h. 22). 
2. Pengaruh Konflik Kepentingan Terhadap Sistem Pengadaan Barang atau 
Jasa Pemerintah 
Mekanisme seluruh tahapan sistem pengadaan barang dan jasa tidak 
diperbolehkan dilakukan tanpa didukung oleh peraturan dan standard 
operating procedure (SOP) kelembagaan, pejabat pengadaan barang dan jasa 
mesti diemban oleh pejabat unit kerja yang ditugaskan serta memiliki 




lainnya. Pegawai instansi tidak diperbolehkan memberikan bantuan (seperti 
konsultasi, advokasi, pembimbingan, pendampingan, dan lain-lain) atau 
terlibat untuk kepentingan pribadi tertentu dalam proses kegiatan pengadaan 
barang dan jasa di suatu instansinya. Panitia pengadaan barang dan jasa tidak 
diperbolehkan melakukan tindakan secara sengaja diluar kewenangan terkait 
proses pengadaan barang dan jasa (Tojeng, 2017). 
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang 
baik (good governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu 
diciptakan lingkungan yang dapat menimbulkan perilaku positif, kondusif dan 
terbebas dari adanya konflik Kepentingan (Itjen, 2016). 
Secara nasional seluruh mekanisme dan proses pengadaan berinduk 
pada Perpres pengadaan barang atau jasa yang dibuat oleh pemerintah, 
beberapa kajian soal potensi korupsi konflik kepentingan yang berpengaruh 
terhadap sistem pengadaan barang dan jasa yang pernah dilakukan oleh KPK, 
dokumen pengadaan merupakan faktor penting yang perlu diselaraskan dan 
jika perlu tidak tumpang tindih antara satu dokumen dengan dokumen yang 
lain. Pusat Layanan Pengadaan (PLP) sudah melakukan inisiatif untuk 
membuat standar dokumen yang sama, sehingga hal ini untuk memitigasi 
terjadinya konflik kepentingan yang biasanya terjadi dokumen yang berbeda-




pengadaan barang atau jasa secara umum dan teknis mengatur soal mekanisme 
pengadaan, termasuk soal prinsip untuk transparan dan terbuka (PLP, 2016). 
3. Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas Terhadap Sistem Pengadaan 
Barang atau Jasa Pemerintah 
Lemahnya kontrol masyarakat terhadap birokrasinya terlihat ketika 
birokrasi tidak dapat bersikap lebih akuntabel dalam pembuatan laporan 
keuangan tahunan. Hal ini bukan menjadi suatu fenomena yang mengejutkan 
mengingat serangkaian proses sistem pengadaan barang atau jasa yang 
mayoritas melalui sistem lelang proyek dapat meningkatkan intensitas tatap 
muka antara penyedia barang atau jasa dan penyelenggara lelang, sehingga 
sebagai macam kemungkinan dapat terjadi (Novita Ningrum, 2014). 
Mengingat hal tersebut sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk 
lebih akuntabel. Disini, keterkaitan antara penerapan prinsip akuntabilitas 
dengan sistem pengadaan barang atau jasa dapat terlihat saling berkaitan 
kepentingan. Dengan pelaporan keuangan yang terbuka, serta kemudahan 
masyarakat dalam mengakses segala informasi terkait keseluruhan proses 
sistem pengadaan barang atau jasa akan dapat meningkat. Posisi pentingnya 
sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah dalam hal ini adalah menjadi 
salah satu koridor pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitasnya kepada 




sedangkan rakyat sebagai unsur yang diperintah berada di bawah (Soekarwo 
dalam Wijoyo, 2006: 3). 
Penyatuan antara penerapan prinsip akuntabilitas dan sistem pengadaan 
barang atau jasa pemerintah tersebut akan dapat mengembalikan kepercayaan 
(trust) masyarakat kepada aparat birokrasinya. Untuk meningkatkan 
akuntabilitas dan pengadaan barang atau jasa, pemerintah Kabupaten Brebes 
menjadi pioneer untuk pemberlakuan sistem baru dalam kegiatan pengadaan 
barang atau jasa yakni dengan mewujudkan penerapan akuntabilitas yang baik 
kepada masyarakat (Novita Ningrum, 2014). 
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D. Perumusan Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 
kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 
didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 
yang diperoleh melalui pengumpulan data. Harapan adanya pengaruh dua fakta 
atau lebih yang digunakan sebagai pembuatan keputusan atau pemecahan 
persoalan ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut dan masih harus diuji 
kebenaranya dengan menggunakan data hasil survei (Sekaran & Bougie, Metode 
Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 1,. 
2017). Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
H1 : Pencegahan Korupsi berpengaruh positif terhadap Sistem Pengadaan 
Barang Atau Jasa Pemerintah. 
H2  : Konflik Kepentingan  berpengaruh negatif terhadap Sistem Pengadaan 
Barang Atau Jasa Pemerintah. 
H3 : Penerapan Prinsip Akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap Sistem 
Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah. 
 





A. Jenis Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah teknik  purposive sampling, 
yaitu data yang dikumpulkan dari responden yang dijadikan sampel penelitian. 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode survei yang 
menggunakan kuesioner. Menurut (Sugiyono, 2017) penelitian kuantitatif dalam 
melakukan pengumpulan data terdapat interaksi antara dua pihak yaitu peneliti 
dengan sumber data atau narasumber. 
Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif, dan penelitian kuantitatif adalah 
penelitian yang dilakukan menggunakan angka sebagai alat untuk mengukur 
suatu objek penelitian tertentu. Penelitian kuantitatif ini menggunakan pola 
berpikir deduktif yang mempelajari tentang sebuah objekdengan menggunakan 
konsep umum untuk mendapatkan konsep-konsep yang lebih khusus atau 
terperinci. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan 
sebelumnya yang akan diisi oleh responden, biasanya dalam alternatif yang 
didefinisikan dengan jelas (Sekaran, 2011). 
B.  Populasi dan Sampel 
Menurut Sugiyono (2018:130) mengartikan populasi sebagai wilayah 
generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 




kemudian ditarik kesimpulannya. Proses pertama untuk melakukan penelitian 
sampel adalah menentukan populasi. Pada penelitian ini yang menjadi populasi 
pada penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di 
Pemerintah Kabupaten Brebes. 
Menurut Sugiyono (2018:131) mengemukakan bahwa sampel adalah 
bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 
Sampel merupakan sebagian dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan. 
Berdasarkan jumlah populasi yang ada yaitu sebagian pegawai Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) yang bertempat di 35 kantor atau perangkat daerah. 
Setiap kantor 2 responden maka total sampel yang akan diambil berjumlah 70 
responden, tetapi hanya 62 responden yang kuesionernya membalik. 
Sampel dalam penelitian ini adalah kepala bagian Keuangan dan 
Bendahara yang terlibat langsung dalam penyusunan, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban anggaran. Sampel adalah bagian dari populasi yang 
diharapkan dapat mewakili populasi dalam penelitian. Sampel juga bagian dari 
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi menurut Sugiyono, 
(2017:81). 
Peneliti menjadikan seluruh populasi tersebut sebagai sampel jenuh (total 
sampling) karena jumlah populasi relatif kecil kurang dari 100 subjek. 
Responden dalam penelitian ini sebanyak 2 orang tiap OPD, yang terdiri dari 




cara penyebaran kuesioner yang akan dijadikan data penelitian. Kuesioner yang 
disebarkan berupa daftar pertanyaan tertulis kepada responden mengenai 
pengadaan barang atau jasa, pencegahan korupsi, konflik kepentingan dan 
akuntabilitas. Masing-masing variabel tersebut disediakan dengan jumlah 
pernyataan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Setelah melakukan 
pengumpulan data, kemudian langkah selanjutnya adalah mengolah data-data 
yang sudah dikumpulkan tersebut. Adapun cara teknik pengolahan data dalam 
penelitian ini menggunakan program SPSS Versi 22 for Windows. 
C.  Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
1. Definisi Konseptual 
Definisi konseptual dapat didefinisikan sebagai batasan terhadap 
masalah-masalah variabel yang dijadikan bahan pedoman dalam penelitian 
sehingga akan memudahkan peneliti dalam mengoperasionalkannya di 
lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak 
teori yang ada dalam penelitian ini maka variabel-variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Variabel Terikat (Dependen) 
Definisi variabel dependen menurut Sugiyono (2018:39) merupakan 
variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 
variabel bebas. Adapun variabel dependen yang digunakan pada 




kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh Kementerian atau Lembaga 
atau Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang 
prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil 
pekerjaan (Novita Ningrum, 2014). 
b. Variabel Bebas (Independen) 
Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 
sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen Sugiyono 
(2018:39). 
Terdapat 3 (tiga) variabel independen yaitu pencegahan korupsi, konflik 
kepentingan dan penerapan prinsip akuntabilitas. 
1) Pencegahan Korupsi (X1) 
Dalam pencegahan korupsi pengadaan barang atau jasa 
terdapat beberapa ukuran. Pertama, ukuran kelompok. Kelompok 
yang dibangun dengan ukuran besar akan sulit mencapai kerjasama 
dalam tindakan kolektif, artinya semakin besar ukuran suatu 
kelompok kepentingan, maka akan sulit bagi kelompok tersebut 
menegosiasikan kepentingan diantara anggota kelompok. Demikian 
sebaliknya kelompok yang dibangun dengan ukuran kecil akan 
bekerja lebih efektif dalam mencapai tindakan kolektif. Ukuran 
kelompok, diukur dari formasi kelompok, teknologi atau metode 




kelompok yang besar dengan beban kerja besar akan sulit mencapai 
tindakan kolektif. Karena keragaman anggota kelompok juga sangat 
berpengaruh terhadap efektifitas tindakan kolektif, jadi homogenitas 
kepentingan akan memudahkan kerja suatu kelompok. Komposisi 
kelompok dilihat dari keragaman kepentingan dan tujuan kelompok 
Ostrom dalam (Sandler, 2015). 
2) Konflik Kepentingan (X2) 
Konflik diartikan sebagai proses yang dimulai bila satu pihak 
merasakan bahwa suatu pihak lain telah mempengaruhi secara 
negatif, atau akan segera mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang 
diperhatikan pihak pertama (Wahyudi, 2015). Konflik kepentingan 
juga diartikan sebagai situasi dimana seorang penyelenggara negara 
yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan 
pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga 
dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya 
(Sulistyana, 2016). 
3) Penerapan Prinsip Akuntabilitas (X3) 
Finer dalam Joko Widodo menjelaskan akuntabilitas sebagai 
konsep yang berkaitan dengan standar eksternal yang menentukan 




control) menjadi sumber akuntabilitas yang memotivasi dan 
mendorong aparat untuk bekerja keras. Masyarakat luas sebagai 
penilai objektif yang akan menentukan countable atau tidaknya 
sebuah birokrasi, Penerapan prinsip akuntabilitas suatu birokrasi 
publik tergantung kepada bagaimana mekanisme checks and 
balances tersebut berlaku (Widodo, 2001). 
Dwiyanto (2008:98) menjelaskan penerapan prinsip 
akuntabilitas sebagai suatu drajat yang menunjukan besarnya 
tanggung jawabaparat atas kebijakan maupun proses pelayanan 
publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. Menjelaskan 
penerapan prinsip akuntabilitas merupakan kebijakan aparatur (yang 
diberi amanah) untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan 
wewenang, tugas, dan fungsinya dengan menggunakan sumber daya 
(keuangan SDM, sarana dan prasarana) yang dimilikinya dalam 
mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Lanri, 2007). 
2.  Operasional Variabel 
Operasional variabel gabungan dari variabel dependen dan variabel 
independen sekaligus menjadi pedoman perumusan pertanyaan angket 







Tabel 3.1  
Operasional Variabel 


















































































































































n Sikap Etis 
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D. Metode Pengumpulan Data 
1. Jenis dan Sumber Data 
 Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. 
Sedangkan sumber datanya yaitu : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau 
data yang bersumber dari informan yang diperoleh melalui kuesioner 
dengan para responden dan pengamatan langsung di lokasi penelitian. 
2. Teknik Pengumpulan Data 
 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
a. Kuesioner  
Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti 




atau lembar pertanyaan tersebut pada akhirnya akan diberikan kepada 
responden untuk dimintakan jawaban. 
Dalam penelitian ini kuesioner disusun dengan daftar pernyataan dan 
responden diminta untuk memberikan tanggapan dengan memberikan 
tanda checklist (√). Satuan pengukuran yang digunakan adalah dengan 
memberikan nilai 1-5 pada setiap alternatif yang disediakan dalam 
pernyataan dengan menggunakan skala likert. 
3. Skala Pengukuran Likert 
 Pengisian kuesioner diukur dengan menggunakan skala likert yang terdiri 
atas : sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. 
Lima penilaian tersebut diberi bobot nilai sebagai berikut : 
Skor 1 : sangat tidak setuju (STS) 
Skor 2 : tidak setuju (TS) 
Skor 3 : netral (N) 
Skor 4 : setuju (S) 
Skor 5 : sangat setuju (SS) 
E.  Uji Kualitas Data 
 Dalam Penelitian ini dapat dilakukan berbagai uji untuk menentukan 
ketepatan dan keandalan serta kualitas dari sebuah penelitian yang dilakukan 





1. Uji Validitas 
Validitas instrumen dapat dibuktikan dengan beberapa bukti. Bukti-
bukti tersebut antara lain secara konten, atau dikenal dengan validitas konten 
atau validitas isi, secara konstruk, atau dikenal dengan validitas konstruk, 
dan secara kriteria, atau dikenal dengan validitas kriteria. Pada penelitian ini 
menggunakan Uji Korelasi Bivariate Pearson, yaitu menganalisis dengan 
cara mengkorelasi masing-masing skor item dengan skor total. Kriteria 
pengujian adalah jika r hitung > r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka 
instrument atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor 
total, maka pertanyaan dinyatakan valid (Ghozali I, 2013). 
2. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan beberapa uji reliabilitas. 
Beberapa uji reliabilitas suatu instrumen yang bisa digunakan antara lain 
test-retest, ekuivalen, dan internal consistency. Internal consistency sendiri 
memiliki beberapa teknik uji yang berbeda. Teknik uji reliabilitasinternal 
consistency terdiri dari uji split half, KR 20, KR 21, dan Alfa Cronbach. 
Namun, setiap uji memiliki kriteria instrumen seperti apa yang bisa diuji 
dengan teknik tersebut. Sugiyono (2017) menyatakan penelitian yang 






F. Metode Analisis Data 
1. Statistik Deskriptif 
 Statistik deskriptif ini digunakan dalam mendeskripsikan mengenai suatu 
data yang dilihat dari Mean ,varian, standar deviasi, minimum dan maksimum 
(Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini statistik deskriptif menggambarkan 
demografi dari responden penelitian yaitu nama responden, nama OPD, umur, 
jenis kelamin, jenjang pendidikan,tingkat jabatan,  dan lamanya masa kerja. 
2. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas Data 
Ghozali (2016:154-158), Uji ini dilakukan untuk melihat bagaimana 
residual dapat terdistribusi dalam suatu model regresi yang ditetapkan. Uji 
statistik One Sample Kolmogorov-Smirnov merupakan uji yang digunakan 
untuk menguji normalitas variabel pengganggu dengan hipotesis sebagai 
berikut : 
H0 : Data residual berdistribusi normal 
Ha : Data residual berdistribusi tidak normal 
Hasil dari dapat dikatakan berdistribusi dengan normal atau uji 







b. Uji Multikolinearitas 
Ghozali (2016:116-117), tujuan uji multikolinearitas adalah untuk 
menyimpulkan apakah adanya ditemukan atau tidak korelasi antara variabel 
bebas yang diuji. Uji ini dapat dilihat berdasarkan dari nilai Variance Inflation 
Factor (VIF) dan nilai tolerance. Hasil yang didapat menyimpulkan bahwa 
model regresi tersebut baik atau tidak. Model regresi yang baik akan 
menunjukan tidak adanya korelasi yang terjadi antara variabel bebas. Nilai 
yang menunjukan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance< 0,10 atau 
sama dengan nilai VIF >10. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Ghozali (2016:134), tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk 
menyimpulkan apakah terdapat kesamaan atau tidak antar variance dari 
residual. Model regresi yang baik akan menunjukan tidak terjadinya 
heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksinya ialah dengan melihat grafik 
scatterplot, dilihat bahwa tidaknya ada pola yang jelas, dan titik-titik yang 
menyebar di antara angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadinya 
heteroskedastisitas. Cara lain yang digunakan dengan melihat uji glejser pada 
model regresi. Apabila terlihat bahwa probabilitas signifikansi diatas taraf 






3. Analisis Regresi Linier Berganda 
 Analisis Regresi Linier Berganda biasanya digunakan untuk mengetahui 
pengaruh antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen (X). 
Menurut Ghozali (2017), analisis regresi linier berganda digunakan untuk 
mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen. Pada kasus ini akan diteliti  hasil dari analisis regresi linear 
berganda akan menguji seberapa besar pengaruh pencegahan korupsi, konflik 
kepentingan dan akuntabilitas terhadap pengadaan barang atau jasa pemerintah. 
Analisis linier berganda digunakan untuk menguji variabel independen dengan 
variabel dependen dengan menggunakan regresi sebagai berikut: 
Y = a + ß1X1 + ß2X2+ ß3X3 + e 
Keterangan: 
Y = Sistem Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah 
a = Konstanta 
ß1,2,3 = Koefisien Regresi 
X1 = Pencegahan Korupsi 
X2 = Konflik Kepentingan 
X3 = Penerapan Prinsip Akuntabilitas 






4. Pengujian Hipotesis 
a. Uji F 
Ghozali (2016:96), tujuan uji-F adalah untuk melihat apakah terdapat 
hubungan linear secara keseluruhan antara variabel independen terhadap 
variabel independen nya. Variabel independen dapat dikatakan berpengaruh 
jika nilai F hasil perhitungan lebih besar dari pada nilai F tabel. Variabel 
independen dapat dikatakan berpengaruh jika nilai F hitung lebih besar dari 
pada nilai F tabel. Variabel independen dapat dikatakan signifikan, jika nilai 
signifikan tabel lebih kecil dari 0,05. 
1) Jika ρ value atau probabilitas (Sig) < a, artinya variabel independen 
secara bersama mempengaruhi variabel dependen. 
2) Jika ρ value atau probabilitas (Sig) > a, maka variabel independen 
tidak berpengaruh secara bersama terhadap variabel dependen. 
b. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 
Ghozali (2016:97), tujuan uji-T adalah untuk melihat apakah setiap 
masing–masing variabel independen memiliki pengaruh secara individual 
terhadap variabel dependennya. Variabel independen dapat dikatakan 
berpengaruh jika nilai t terhitung lebih besar dari pada nilai t tabel. Variabel 
independen dapat dikatakan signifikan, jika nilai signifikan tabel  lebih kecil 
dari 0.05. Dalam penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan 




1) Jika nilai signifikansi t statistik < 0,025 atau ttabel <thitung atau thitung  >ttabel, 
maka H0 diterima. Hal ini berarti bahwa suatu variabel independen secara 
individual tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.  
2) Jika nilai signifikansi t statistik >0,025 atau thitung> ttabelatau thitung<-ttabel, 
maka H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa suatu variabel independen secara 
individual mempengaruhi variabel dependen. 
c. Koefisiensi Determinasi 
Ghozali (2016:95), tujuan koefisien determinasi adalah untuk 
melihat apakah variabel independen dapat menjelaskan variabel 
dependennya dengan menggunakan nilai adjusted R square pada model 
regresi. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah biasa 
terhadap jumlah variabel independen yang dimasukan ke dalam model 
penelitian, maka dari itu banyak yang menganjurkan menggunakan nilai 
adjusted R square. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Profil Kabupaten Brebes 
Ada beberapa pendapat mengenai asal - usul nama "Brebes" yang di 
antaranya berasal dari kata "Bara" dan "Basah", bara berarti hamparan tanah 
luas dan basah berarti banyak mengandung air. Keduanya cocok dengan 
keadaan daerah "Brebes" yang merupakan dataran luas yang berair. Karena 
perkataan bara di ucapkan "bere" sedangkan basah di ucapkan "besah" maka 
untuk mudahnya di ucapkan "Brebes". Dalam Bahasa Jawa perkataan 
"Brebes atau mrebes" yang berarti tansah metu banyune yang berarti "Selalu 
keluar airnya". 
Nama "Brebes" muncul sejak zaman Mataram. Kota ini berderet 
dengan kota-kota tepi pantai lainnya seperti Pekalongan, Pemalang, dan 
Tegal. Brebes pada saat itu merupakan bagian dari wilayah Kabupaten 
Tegal.Pada tanggal 17 Januari 1678 di Jepara diadakan pertemuan Adipati 
Kerajaan Mataram se-Jawa Tengah, termasuk Arya Martalaya, Adipati Tegal 
dan Arya Martapura, Adipati Jepara. Karena tidak setuju dengan acara 
penandatanganan naskah kerjasama antara Amangkurat Admiral dengan 




imbalan tanah-tanah milik Kerajaan Mataram, maka terjadi perang tanding 
antara kedua adipati tersebut. Peristiwa berdarah ini merupakan awal mula 
terjadinya Kabupaten Brebes dengan Bupati berwenang. 
Sehari setelah peristiwa berdarah tersebut yaitu tanggal 18 Januari 
1678, Sri Amangkurat II yang berada di Jepara mengangkat beberapa Adipati 
/ Bupati sebagai pengagganti Adipati-adipati yang gugur. Untuk kabupaten 
Brebes di jadikan kabupaten mandiridengan adipati Arya Suralaya yang 
merupakan adik dari Arya Martalaya. Pengangkatan Arya Suralaya sekaligus 
titimangsa pemecahan Kadipaten Tegal menjadi dua bagian yaitu Timur tetap 
di sebut Kadipaten Tegal dan bagian barat di sebut Kabupaten Brebes. 
Kabupaten Brebes terletak di bagian Utara paling Barat Provinsi 
Jawa Tengah, di antara koordinat 108° 41'37,7" - 109° 11'28,92" Bujur 
Timur dan 6° 44'56'5" - 7° 20'51,48 Lintang Selatan dan berbatasan langsung 
dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. Penduduk Kabupaten Brebes mayoritas 
menggunakan bahasa Jawa yang yang mempunyai ciri khas yang tidak 
dimiliki oleh daerah lain, biasanya disebut dengan Bahasa Jawa Brebes. 
Namun terdapat Kenyataan pula bahwa sebagian penduduk Kabupaten 
Brebes juga bertutur dalam bahasa Sunda dan banyak nama tempat yang 
dinamai dengan bahasa Sunda menunjukan bahwa pada masa lalu wilayah ini 
adalah bagian dari wilayah Sunda. Daerah yang masyarakatnya sebagian 




Brebes, adalah meliputi Kecamatan Salem, Banjarharjo, Bantarkawung, dan 
sebagian lagi ada di beberapa desa di Kecamatan Losari, Tanjung, Kersana, 
Ketanggungan dan Larangan. 
2. Visi dan Misi 
Visi 
Visi Kabupaten Brebes tahun 2017 – 2022 adalah: 
“Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan” 
MISI 
Misi Kabupaten Brebes tahun 2017 – 2022 adalah: 
a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, 
cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai 
Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan. 
b) Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan 
wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian 
sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip 
pembangungan berkelanjutan. 
c) Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan 
memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal. 
d) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional, 





e) Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan 
masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri. 
f) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak 
anak dalam partisipasi pembangunan dan mewujudkan perlindungan 
sosial. 
3. Peta Kabupaten Brebes 
 
Gambar 4.1 
Peta Kabupaten Brebes 
 
B. Hasil Penelitian 
Bab ini akan menganalisa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 
peneliti. Dengan tujuan utama penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh 
Pencegahan Korupsi, Konflik Kepentingan, dan Penerapan Prinsip 




Kabupaten Brebes. Penelitian dilakukan pada 35 OPD di Kabupaten Brebes. 
Penelitian ini menggunakan data primer, dimana data tersebut diperoleh atau 
dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang dikirim langsung oleh 
peneliti ke seluruh OPD Kabupaten Brebes. Responden dalam penelitian ini 
adalah Bagian Keuangan dan Bendahara di masing-masing OPD. 
Langkah- langkah dalam proses penyebaran kuesioner dimulai dari 
pembuatan surat penelitian dari kampus yang akan ditujukan pada 35 kantor 
OPD yang ada di Kabupaten Brebes yang sudah ditandatangani oleh Dekan 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam proses ini memakan waktu kurang lebih 
2-3 hari. Surat persetujuan ijin penelitian dari Dekan dikirim ke Kantor tiap-
tiap OPD di Kabupaten Brebes. Langkah penyebaran kuesioner dengan 
menitipkan ke bagian Sekretariat untuk diserahkan kepada responden. 
Penyebaran kuesioner kurang lebih 2 minggu, kemudian kuesioner diambil 
untuk diolah data. Berikut adalah ringkasan penyebaran dan pengembalian 
kuesioner. 
Tabel 4.1 
Ringkasan Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner 
No. Keterangan Jumlah Presentase 
1. Jumlah kuesioner yang disebar 70 100% 
2. Jumlah kuesioner yang kembali 62 92% 
3. Jumlah kuesioner yang tidak kembali 8 8% 
4. Jumlah kuesioner yang dapat diolah 62 92% 
5. Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah 0 - 
Sumber : Data Primer diolah, 2021 




sebanyak 70 atau 100 %. Kuesioner yang kembali sejumlah 62 atau 92%, 
sedangkan kuesioner yang tidak kembali 8 atau 8%, kuesioner yang dapat 
diolah sejumlah sebanyak 62 atau 92%. Tabel selanjutnya adalah tabel 





No.               Instansi Sebar 
Kembali Tidak 
kembali Baik Rusak 
1. Sekretariat Daerah (Setda) 2 2 - - 
2. Sekretariat DPRD (Setwan) 2 2 - - 
















Dinas Kesehatan (Dinkes) 




2 2 - - 
 
7. 
Dinas Pengelola Sumber 















2 1 - 1 
9. Dinas Sosial (Dinsos) 2 1 - 1 
10. Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 
2 2 - - 
11. Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan 
Anak Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga 













13. Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
2 1 - 1 
14. Dinas Perhubungan (Dinhub) 2 1 - 1 
15. Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik 
(Dinkominfotik) 
2 2 - - 
16. Dinas Koperasi Usaha Mikro 
dan Perdagangan 
2 2 - - 
17. Dinas Perindustrian dan 
Tenaga Kerja 
2 2 - - 
18. Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (DPMPTSP) 
2 2 - - 
19. Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 
2 1 - 1 
20. Dinas Arsip dan 
Perpustakaan 
2 2 - - 
21. Dinas Perikanan (Dinkan) 2 2 - - 
22. Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan (DPKP) 
2 2 - - 
23. Dinas Peternakan dan 
Kesehatan Hewan 
2 2 - - 
24. Satuan Polisi Pamong Praja 
(SATPOL PP) 
2 1 - 1 
25. Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Daerah 
(BKPSDMD) 
2 2 - - 
26. Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 
(Baperlitbangda) 
2 2 - - 
27. Badan Pengelolaan 
Pendapatan, Keuangan dan 
Aset Daerah (DPPKAD) 
2 2 - - 
28. Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah  
2 2 - - 





30. Rumah Sakit Umum Daerah 
Brebes 
2 2 - - 
31. Rumah Sakit Umum Daerah 
Bumiayu 
2 1 - 1 
32. Sekretariat Badan Narkotika 
Kab.Brebes 
2 2 - - 
33. Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) 
2 1 - 1 
34. Palang Merah Indonesia 
(PMI) 
2 2 - - 
35. Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) 
2 2 - - 
 Jumlah 70 62 0 8 
Sumber : Data Primer diolah, 2021 
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka diperoleh data 
penelitian tentang demografi responden penelitian yang terdiri: Jenis kelamin, 







Jenis Kelamin:   
Laki-laki 32 51,6% 
Perempuan 30 48,4% 
Pendidikan Terakhir:   
Sarjana (S2) 12 19,4% 
Sarjana (S1) 41 66,2% 
Diploma 7 11,2% 
SMA 2 3,2% 
Masa Kerja:   
< 1 Tahun 10 16,2% 
1-3 Tahun 26 41,9% 
>3 Tahun 26 41,9% 





Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa laki-laki mendominasi 
bagian keuangan dan bendahara pada OPD yang ada di Kabupaten Brebes 
yaitu terdapat pegawai perempuan 30 orang atau 48,4% dan laki-laki 
berjumlah 32 orang atau 51,6%. 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 
yang mempunyai tingkat pendidikan tertinggi yaitu S2 sebanyak 12 orang atau 
19,4%, yang mempunyai tingkat pendidikan S1 41 orang atau 66,2%, yang 
mempunyai tingkat pendidikan Diploma sebanyak 7 orang atau 11,2% dan 
SMA 2 orang atau 3,2%.  
Untuk kategori masa kerja responden dalam penelitian ini sebagian 
besar mempunyai masa kerja antara 1-3 tahun yaitu sebanyak 26 orang atau 
41,9% dari total responden. Sedangkan untuk masa kerja < 1 tahun sebanyak 
10 orang atau 16,2% dari total responden dan untuk masa kerja >3 tahun 
sebanyak 26 orang atau 41,9% dari total responden. 
C. Uji Instrumen Data 
1. Uji Validitas 
Uji validitas adalah alat untuk menguji apakah tiap-tiap pertanyaan 
yang terdapat di dalam kuesioner benar-benar telah mengungkapkan faktor 
atau indikator yang ingin diselidiki. Semakin tinggi validitas suatu alat ukur, 
semakin tepat alat ukur tersebut mengenai sasaran (Ghozali, 2011 : 52). Pada 




besarnya df dapat dihitung 62-2 = 60 dengan df 60 dan level of significant 
5% sehingga rtabel 0,2500. 
a. Instrumen Variabel Sistem Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah 
Pengujian validitas untuk variabel sistem pengadaan barang 
dan jasa ditunjukkan pada tabel. Dimana pada tabel tersebut 
menunjukkan bahwa variabel sistem pengadaan barang dan jasa  yang 
terdiri dari 6item pertanyaan mendapatkan hasil yang valid. Enam 
item pertanyaan pada variabel sistem pengadaan barang dan jasa  
dikatakan valid karena rhitung ≥ rtabel. Berikut ini adalah hasil 
perhitungan uji validitas instrumenpenelitian : 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Validitas 
Variabel Sistem Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah 
 
Item Pernyataan Rtabel Rhitung Hasil 
SP1 0,2500 0,586 Valid 
SP2 0,2500 0,564 Valid 
SP3 0,2500 0,761 Valid 
SP4 0,2500 0,688 Valid 
SP5 0,2500 0,742 Valid 
SP6 0,2500 0,815 Valid 
Sumber : hasil pengolahan data statistic 
b. Instrumen Variabel Pencegahan Korupsi 
Pengujian validitas untuk variabel pencegahan korupsi 
ditunjukkan pada tabel. Dimana pada tabel tersebut menunjukkan 
bahwa variabel pencegahan korupsi yang terdiri dari 6 item 




padavariabel pencegahan korupsi dikatakan valid karena rhitung ≥ 
rtabel. Berikut ini adalah hasil perhitungan uji validitas instrumen 
penelitian: 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Validitas Variabel Pencegahan Korupsi 
 
Item Pernyataan Rtabel Rhitung Hasil 
PK1 0,2500 0,638 Valid 
PK2 0,2500 0,829 Valid 
PK3 0,2500 0,885 Valid 
PK4 0,2500 0,840 Valid 
PK5 0,2500 0,730 Valid 
PK6 0,2500 0,692 Valid 
Sumber : hasil pengolahan data statistic 
c. Instrumen Variabel Konflik Kepentingan 
Pengujian validitas untuk variabel konflik kepentingan 
ditunjukkan pada tabel. Dimana pada tabel tersebut menunjukkan 
bahwa variabel konflik kepentingan yang terdiri dari 4 item 
pertanyaan mendapatkan hasil yang valid. Empat item pertanyaan 
padavariabel konflik kepentingan dikatakan valid karena rhitung ≥ 














Hasil Uji Validitas Variabel Konflik Kepentingan 
 
Item Pernyataan Rtabel Rhitung Hasil 
KK1 0,2500 0,571 Valid 
KK2 0,2500 0,808 Valid 
KK3 0,2500 0,753 Valid 
KK4 0,2500 0,769 Valid 
Sumber : hasil pengolahan data statistic 
d. Instrumen Variabel Penerapan Prinsip Akuntabilitas 
Pengujian validitas untuk variabel penerapan prinsip 
akuntabilitas ditunjukkan pada tabel. Dimana pada tabel tersebut 
menunjukkan bahwa variabel penerapan prinsip akuntabilitas yang 
terdiri dari 6 item pertanyaan mendapatkan hasil yang valid. Empat 
item pertanyaan padavariabel penerapan prinsip akuntabilitas 
dikatakan valid karena rhitung ≥ rtabel. Berikut ini adalah hasil 
perhitungan uji validitas instrumenpenelitian : 
Table 4.7 















Item Pernyataan Rtabel Rhitung Hasil 
PP1 0,2500 0,422 Valid 
PP2 0,2500 0,728 Valid 
PP3 0,2500 0,797 Valid 
PP4 0,2500 0,661 Valid 
PP5 0,2500 0,809 Valid 




2. Uji Reliabilitas 
Setelah kuesioner telah dinyatakan valid, selanjutnya akan diuji 
reliabilitasnya. pengujian reliabilitas ini untuk menguji apakah kuesioner yang 
dibagikan kepada responden benar-benar dapat diandalkan sebagai alat 
pengukur. Pengujian ini hanya dilakukan pada butir-butir pertanyaan yang 
sudah diuji validitasnya dan telah dinyatakan butir yang valid. Sugiyono 
(2017) menyatakan penelitian yang reliabel adalah bila terdapat kesamaan 
data dalam waktu yang berbeda. 
Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode Internal 
consistency, uji ini menggunakan kriteria One Shot, yaitu hanya mengukur 
sekali kemudian hasil tersebut akan dibandingkan dengan pertanyaan lain 
antar jawaban pertanyaan. Statistical Product and Service Solution (SPSS) 
merupakan program memberikan fasilitas mengukur reliabilitas dengan uji 
statistik Cronbach Alpha > 0,7. Dan apabila nilai koefisien alpha lebih besar 
0,70 dapat disimpulkan instrumen penelitian handal atau reliable. 














Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 
 
Variabel Nilai Alpha Nilai Kritis Hasil 
Sistem pengadaan barang 
atau jasa pemerintah 
0,759 0,70 Reliabel 
Pencegahan korupsi 0,854 0,70 Reliabel 
Konflik kepentingan  
0,704 0,70 Reliabel 
Penerapan prinsip 
akuntabilitas 
0,775 0,70 Reliabel 
Sumber : Hasil Pengolahan Data Statistik,2021 
Hasil pengujian reliabilitas 4.9 menunjukan bahwa masing-masing 
variabel memiliki nilai alpha cronbach lebih besar dari 0,70. Variabel Sistem 
Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintahmemiliki nilai alpha cronbach’s 
sebesar 0,759, alpha cronbach’s variabel Pencegahan Korupsi sebesar 0,852, 
alpha cronbach’s variabel Konflik Kepentingan sebesar 0,704, alpha 
cronbach’s variabel Penerapan Prinsip Akuntabilitas sebesar 0,775. Hal 
tersebut membuktikan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
andal atau reliabel. 
D. Analisis Data Dan Pengujian Data 
1. Analisis Deskriptif 
Statistik deskriptif pada penelitian ini diuji dengan menggunakan 
software SPSS versi 22, yang menyajikan jumlah data (N), nilai minimum, 
nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi yang dapat dilihat 






Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
SISTEM_PENGADAAN_BA
RANG_DAN_JASA 
62 19,00 30,00 24,6129 2,85356 
PENCEGAHAN_KORUPSI 62 16,00 30,00 24,0000 3,06220 
KONFLIK_KEPENTINGAN 62 14,00 20,00 17,1774 1,46572 
PENERAPAN_PRINSIP_AK
UNTABILITAS 
62 22,00 30,00 25,7903 2,16634 
Valid N (listwise) 62     
Sumber : Hasil Output SPSS 22, 2021 
Tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengadaan Barang 
atau Jasa Pemerintah dengan penggunaan SPSS 22 for windowsmempunyai 
nilai rata-rata 24,61 dengan nilai maksimal 30, nilai minimal 19, dan standar 
deviasi menunjukan 2,853 satuan. 
Variabel Pencegahan Korupsi dengan penggunaan SPSS 22 for 
windowsmempunyai nilai rata-rata 24,00 dengan nilai maksimal 30, nilai 
minimal 16, dan standar deviasi 3,062 satuan. 
Variabel Konflik Kepentingan dengan penggunaan SPSS 22 for 
windowsmempunyai nilai rata-rata 17,17 dengan nilai maksimal 20, nilai 
minimal 14, dan standar deviasi 1,465 satuan. 
Variabel Penerapan Prinsip Akuntabilitas dengan penggunaan SPSS 
22 for windows mempunyai nilai rata-rata 25,79 dengan nilai maksimal 30, 





E. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas, 
multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk menguji data yang berdistribusi 
normal. Cara yang mudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan 
caramelihat grafik histogram dan scatter plot yang membandingkan antara 
observasi dengan distribusi normal. Distribusi normal akan berbentuk garis 
lurus diagonal, dan plotting dan residual akan dibandingkan dengan garis 
diagonal. Distribusi data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. 
Jika distribusi data residual normal, maka garis-garis yang menggambarkan 







Grafik Normal P-Plot Of Regression Uji Normalitas 
Dari grafik histogram di atas, disimpulkan bahwa residual data 
berdistribusi normal karena grafik tersebut berbentuk lonceng. Demikian juga 
dengan grafik normal P-P Plot of regression standardized residual menunjukan 
bahwa plot data menyebar disekitar dan mengikuti garis diagonal. Dapat 
disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas, dikarenakan uji 
normalitas dengan grafik dapat menyimpang jika tidak berhati-hati. Oleh 
karenaitu, pada penelitian ini dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang 





Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah persamaan model 
regresi antar variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal 
(Ghozali, 2016 :154). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal 
atau mendekati normal. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal 
atau tidak dilakukan dengan uji statistik non-parametrik one sample kolmogorov 
smirnov (K-S). Jika nilai signifikansi tau Asymp.sig < 0,05 maka data tidak 
berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikansi tau Asymp.sig > 0,05 maka 
data berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas : 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Normalitas 





Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 1.91868379 
Most Extreme Differences Absolute .116 
Positive .116 
Negative -.055 
Test Statistic .116 
Asymp. Sig. (2-tailed) .037c 
Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. .347d 
99% Confidence Interval Lower Bound .335 
Upper Bound .360 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 
 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 
sebesar 0,347 lebih besar dari 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa yang diuji 




2. Uji multikolinieritas  
Uji multikolinieritas bertujuan untuk untuk menguji apakah dalam 
model regresi ditemukan adanya sebuah korelasi antar variabel independen. 
Model regresi dikatakan baik bila tidak terjadi korelasi antara variabel 
independen. Ada atau tidaknya multikolinearitas bisa dilihat dari nilai tolerance 
dan lawannya yaitu variance inflation factor Variance Inflation Factor (VIF). 
Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas 
adalah jika nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 dapat 
dikatakan dalam data tersebut terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2018). 
Table 4.11 










B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 11,944 3,772  3,167 ,002   
PENCEGAHAN_KORUPSI ,709 ,085 ,760 8,333 ,000 ,936 1,068 
KONFLIK_KEPENTINGAN -,385 ,222 -,198 -1,732 ,089 ,599 1,669 
PENERAPAN_PRINSIP_AK
UNTABILITAS 
,088 ,148 ,067 ,596 ,554 ,619 1,615 
a. Dependent Variable: SISTEM_PENGADAAN_BARANG_DAN_JASA 
Sumber : Hasil Output SPSS 22,2021. 
Berdasarkan tabel diatas menunjukan tidak ada variabel independen 
yang memiliki nilai tolerance < 0,10, dan nilai VIF > 10, sehingga dapat 
diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada data yang 




3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedasitas bertujuan untuk menguji perbedaan Variance 
residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji ini dilakukan untuk 
melihat pola tertentu pada grafik scatterplot. Apabila ada titik-titik menyebar di 
atas angka 0 pada sumbu Y dan dibawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak 
membentuk pola maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
 
 
Sumber : Output SPSS Versi 22 
Gambar 4.3 
Hasil Heteroskedastisitas – Grafik Scatterplot 
 
Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada model regresi diatas 
dapat dilihat adanya titik-titik menyebar membentuk pola yang tidak jelas serta 




Jadi disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas ini juga dapat dilakukan 
dengan uji glejser yaitu dengan mengabsolutkan nilai residual baru kemudian 
dilakukan regresi terhadap variabel bebasnya. Jika signifikansi lebih besar dari 
0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
F. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk penelitian yang 
memiliki lebih dari satu variabel independen. Menurut Ghozali (2018), Pada 
perhitungan SPSS versi 22 menghasilkan hasil yaitu: 
Tabel 4.12 







T Sig. B Std. Error Beta  
1 (Constant) 11.944 3.772  3.167 .002 
PENCEGAHAN 
KORUPSI 
.709 .085 .760 8.333 .000 
KONFLIK 
KEPENTINGAN 
-.385 .222 -.198 -1.732 .089 
PENERAPAN PRINSIP .088 .148 .067 .596 .554 
a. Dependent Variable: SISTEM PENGADAAN BARANGJASA 
Sumber : Hasil Output SPSS 22,2021 
Berdasarkan tabel memperlihatkan angka yang berada Unstandardized 
Coefficients beta, makna hasil koefisien regresi diinterpretasikan sebagai berikut: 




1) Nilai konstanta (α) = 11,944 diartikan bahwa apabila tidak terdapat 
variabel bebas yang meliputi pencegahan korupsi, konflik kepentingan 
dan penerapan prinsip akuntabilitas maka sistem pengadaan barang 
atau jasa sebesar 11,944 satuan. 
2) Nilai koefisiensi b1 = 0,709 artinya variabel pencegahan korupsi 
memiliki nilai koefisiensi bertanda positif . Hal ini menunjukan bahwa 
setiap adanya perubahan 1 satuan partisipasi anggaran maka akan 
menaikan sistem pengadaan barang atau jasa sebesar  0,709 satuan. 
3) Nilai koefisiensi b2 = -0,385 artinya variabel konflik kepentingan 
memiliki nilai koefisiensi bertanda negatif. Hal ini menunjukan bahwa 
setiap adanya perubahan 1 satuan konflik kepentingan maka akan 
menurunkan sistem pengadaan barang atau jasa sebesar  -0,385 satuan. 
4) Nilai koefisiensi b3 = 0,088 artinya variabel penerapan prinsip 
akuntabilitas memiliki nilai koefisiensi bertanda negatif. Hal ini 
menunjukan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan penerapan 
prinsip akuntabilitas maka akan menaikan sistem pengadaan barang 
atau jasa sebesar  0,088 satuan. 
G. Pengujian Hipotesis 
1. Uji Statistik F 
Uji F merupakan bertujuan untuk menguji variabel-variabel 




variabel independen bisa dikatakan secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap variabel dependen jika nilai sig kurang dari alpha 0,05 (Ghozali, 
2016). 
Tabel 4.13 




Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 272.147 3 90.716 23.430 .000b 
Residual 224.562 58 3.872   
Total 496.710 61    
a. Dependent Variable: SISTEM PENGADAAN BARANGJASA 
b. Predictors: (Constant), PENERAPAN PRINSIP, PENCEGAHAN KORUPSI, 
KONFLIK KEPENTINGAN 
Sumber : Output SPSS Versi 22 
 
Berdasarkan hasil uji ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 23,430 
dengan tingkat signifikan 0,000. Tingkat signifikan yang diperoleh <0,05 maka 
model regresi diterima. 
2. Uji Statistik t (Uji Parsial) 
Uji ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan masing-masing 
variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel 


















T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11.944 3.772  3.167 .002 
PENCEGAHAN 
KORUPSI 
.709 .085 .760 8.333 .000 
KONFLIK 
KEPENTINGAN 
-.385 .222 -.198 -1.732 .089 
PENERAPAN PRINSIP .088 .148 .067 .596 .554 
a. Dependent Variable: SISTEM PENGADAAN BARANGJASA 
Sumber : Hasil Output SPSS 22, 2021 
Tabel diatas menunjukan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut : 
 
a) Variabel pencegahan korupsi memiliki nilai koefisien yang 
bertanda positif0,709, dan nilai t hitung 8,333. Angka tersebut 
lebih besar dibandingkan t tabel yang besarnya 2,002, jadi 
8,333> 2,002 serta nilai signifikansi 0,000< 0,05 yang berarti 
pencegahan korupsi berpengaruh positif terhadap sistem 
pengadaan barang atau jasa. Dengan demikian, yang 
menyatakan bahwa diduga pencegahan korupsi berpengaruh 
positif terhadap sistem pengadaan barang atau jasapada diterima 
kebenarannya. 
b) Variabel konflik kepentingan memiliki nilai koefisien yang 
bertanda negatif -0,385 , dan nilai t hitung -1,732. Angka 




jadi -1,732< 2,002 serta nilai signifikansi 0,089> 0,05 yang 
berarti konflik kepentingan berpengaruh negatifterhadap sistem 
pengadaan barang atau jasa. Dengan demikian, yang 
menyatakan bahwa diduga konflik kepentingan 
berpengaruhnegatifterhadap sistem pengadaan barang atau 
jasapada ditolak kebenarannya. 
c) Variabel penerapan prinsip akuntabilitas memiliki nilai 
koefisien yang bertanda positif 0,088, dan nilai t hitung 0,596. 
Angka tersebut lebih kecil dibandingkan t tabel yang besarnya 
2,002, jadi 0,596< 2,002 serta nilai signifikansi 0,554> 0,05 
yang berarti penerapan prinsip akuntabilitas berpengaruh 
negatifterhadap sistem pengadaan barang atau jasa. Dengan 
demikian, yang menyatakan bahwa diduga penerapan prinsip 
akuntabilitas berpengaruh negatifterhadap sistem pengadaan 
barang atau jasapada ditolak kebenarannya. 
3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Uji koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengetahui seberapa 
besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam 
menjelaskan variasi variabel dependen. Jika R2 mendekati angka 1 (satu) 
maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menjelaskan 




R2mendekati angka 0 (nol) maka semakin lemah variabel independen 
menjelaskan variabel dependen. 
Tabel 4.15 














Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 ,740a ,548 ,525 1,96768 ,548 23,430 3 58 ,000 
a. Predictors: (Constant), PENERAPAN_PRINSIP_AKUNTABILITAS, 
PENCEGAHAN_KORUPSI, KONFLIK_KEPENTINGAN 
b. Dependent Variable: SISTEM_PENGADAAN_BARANG_DAN_JASA 
 
Tabel diatas dikolom R Square menunjukan besarnya koefisien determinasi 
sebesar 0,525 atau 52,5%. Dapat diartikan bahwa sistem pengadaan barang 
atau jasa pemerintahdi Kabupaten Brebes dipengaruhi oleh pencegahan 
korupsi, konflik kepentingan dan penerapan prinsip akuntabilitas sebesar 
52,5%. Sedangkan sisanya sebesar 47,5% dipengaruhi oleh variabel lain 
diluar penelitian ini, seperti transparansi, implementasi, skema moral dan e-
procurement. 
H. Pembahasan 
1. Hipotesis Pencegahan Korupsi Terhadap Sistem Pengadaan Barang 
atau Jasa Pemerintah 
Berdasarkan pada hasil analisis yang dilakukan menunjukan bahwa 
koefisien regresi variabel pencegahan korupsi berpengaruh positif terhadap 




hitung 8,333 angka tersebut lebih besar dibandingkan t tabel yang besarnya 
2,002 jadi 8,333> 2,002 dan  perhitungan dari  uji hipotesis yang menunjukan 
nilai sig = 0,000dengan level of signifikan = 5%, maka dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis satu mengenai pengaruh pencegahan korupsi terhadap sistem 
pengadaan barang atau jasa diterima. 
Hasil penelitian ini didukung dengan teori pendekatan keagenan 
dan biasanya agency problem muncul dikarenakan pihak agen melakukan 
berbagai tindakan yang bertolak belakang dengan keinginan para prinsipal, 
seperti tindakan korupsi (Jensen & Meckling, 1976).Menunjukan pencegahan 
korupsi mempunyai pengaruh positif untuk kegiatan sistem pengadaan 
barang atau jasa pemerintah pada lingkungan instansi Pemerintah Daerah 
agar tidak terjadi berulang kali kasus korupsi yang merugikan Negara seperti 
yang sudah di jelaskan pada agensi teori. Karena korupsi sebagai suatu 
tindakan yang salah dan tidak bertanggung jawab. Pembahasan dalam 
penelitian ini agar lebih mudah memfokuskan pengertian korupsi pada 
korupsi internal yang terjadi dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa di 
lingkungan instansi pemerintah yang mengakibatkan terjadinya kerugian 
Negara (Yulifah, 2014, h. 22). 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
(Megaartantri, 2016) mengungkapkan bahwa pencegahan korupsi memiliki 




menunjukan bahwa identitas social dan pencegahan korupsi berpengaruh 
positif terhadap pengadaan barang atau jasa (Rahmawan, 2015) menunjukan 
bahwa pencegahan korupsi berpengaruh secara signifikan dan memiliki arah 
yang positif terhadap sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah. 
2. Hipotesis Konflik Kepentingan Terhadap Sistem Pengadaan Barang 
atau Jasa Pemerintah 
Berdasarkan pada hasil analisis yang dilakukan menunjukan bahwa 
koefisien regresi variabel konflik kepentingan berpengaruh negatif terhadap 
sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah, hal ini dapat dilihat dari nilai 
t hitung -1,732 angka tersebut lebih kecil dibandingkan t tabel yang besarnya 
2,002 jadi -1,732< 2,002 dan  perhitungan dari uji hipotesis yang 
menunjukan nilai sig = 0,089 dengan level of signifikan = 5%, maka dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis satu mengenai pengaruh konflik kepentingan 
terhadap sistem pengadaan barang atau jasa ditolak. 
Hasil penelitian ini didukung dengan teori pendekatan keagenan 
yang dikemukakan olehIturriaga dan Sanz (2000) Galih (2010) struktur 
kepemilikanmerupakan sebuah mekanisme atau alat untuk mengurangi 
konflikkepentingan antara insider dengan outsider. Secara langsung 
menunjukan konflik kepentingan mempunyai pengaruh negatif terhadap 
sistem pengadaan barang atau jasa, agar pegawai instansi tidak diperbolehkan 




pendampingan, dan lain-lain) atau terlibat untuk kepentingan pribadi tertentu 
dalam proses kegiatan pengadaan barang dan jasa di suatu instansinya. 
Panitia pengadaan barang dan jasa tidak diperbolehkan melakukan tindakan 
secara sengaja diluar kewenangan terkait proses pengadaan barang dan jasa 
(Tojeng, 2017). 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
(Suherman, 2017) dalam penelitiannya menunjukan bahwa liberasi konflik 
kepentingan berpengaruh signifikan dan namun berarah negatif terhadap 
pengadaan barang atau jasa.Dalam Penelitian (LAN, 2017) menunjukan 
bahwa konflik kepentingan berpengaruh negatif dan sejalan dengan sistem 
pengadaan barang atau jasa di pemerintah, mengurangi hal-hal yang memicu 
kecurangan pada konflik kepentingan. (Itjen, 2016) menunjukan bahwa 
konflik kepentingan berpengaruh negatif terhadap pengadaan barang atau 
jasa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang 
baik (good governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu 
diciptakan lingkungan yang dapat menimbulkan perilaku kondusif dan 
terbebas dari adanya konflik kepentingan. 
3. Hipotesis Penerapan Prinsip Akuntabilitas Terhadap Sistem Pengadaan 
Barang atau Jasa Pemerintah 
Berdasarkan pada hasil analisis yang dilakukan menunjukan bahwa 




negatif terhadap sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah, hal ini dapat 
dilihat dari nilai t hitung 0,596 angka tersebut lebih kecil dibandingkan t 
tabel yang besarnya 2,002 jadi 0,596< 2,002 dan perhitungan dari uji 
hipotesis yang menunjukan nilai sig = 0,554 dengan level of signifikan = 5%, 
maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis satu mengenai pengaruh penerapan 
prinsip akuntabilitas terhadap sistem pengadaan barang atau jasa ditolak. 
Hasil penelitian ini didukung dengan teori pendekatan keagenan yang 
ditemukan oleh (Badjuri, 2011)Adapun peran dari agen adalah untuk mewakili 
prinsipal dalam mengelola organisasinya. Seperti pengelolaanorganisasi dalam 
penerapan prinsip akuntabilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap sistem 
pengadaan barang atau jasa, mengingat hal tersebut sudah menjadi kewajiban 
pemerintah untuk lebih akuntabel dalam mengelola. Disini, keterkaitan antara 
penerapan prinsip akuntabilitas dengan sistem pengadaan barang atau jasa 
berarah negatif dapat terlihat karna tidak saling berkaitan. Dengan pelaporan 
keuangan yang terbuka, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses segala 
informasi terkait keseluruhan proses sistem pengadaan barang atau jasa akan 
dapat meningkat. Posisi pentingnya sistem pengadaan barang atau jasa 
pemerintah dalam hal ini adalah menjadi salah satu koridor pemerintah untuk 
mewujudkan akuntabilitasnya kepada masyarakat. Pemerintah sebagai unsur 
yang memerintah berada di atas, sedangkan rakyat sebagai unsur yang 




Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
(Hamid, 2016)menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan 
akuntabilitas terhadap efektivitas pengadaan barang atau jasa. (Dewi 
Susilowati,2019)menunjukan bahwa permasalahan akuntabilitas dana desa 
untuk pengadaan barang atau jasa dapat terwujud dan terealisasikan tetapi 
tidak dapat memahami peraturan yang tumpeng tindih.(Novitaningrum, 2014) 
menunjukan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas terhadap pengadaan barang 
atau jasa pemerintah dapat terwujud, namun tidak terealisasi.Akuntabilitas 
dapat dilihat melalui upaya-upaya yang dilakukan panitia dalam 
mempertanggungjawabkan seluruh proses lelang. Dan hasil akuntabilitas ini 
bisa dilihat melalui informasi pembukaan lelang yang disediakan oleh 
pemerintah, sehingga tidak bisa terjadi kecurangan. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan tentang 
pengaruh pencegahan korupsi, konflik kepentingan dan penerapan prinsip 
akuntabilitas terhadap sistem pengadaan barang atau jasa pemerintahpada 
satuan kerja pemerintah daerah Kabupaten Brebes, disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Pencegahan korupsi memiliki nilai T hitung sebesar 8,333angka tersebut 
lebih besar dibandingkan T tabel yang besarnya 2,002 jadi 8,333> 2,002. 
Dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05 maka: H1 diterima artinya 
pencegahan korupsi berpengaruh positif terhadap sistem pengadaan 
barang atau jasa pemerintah. 
2. Konflik kepentingan memiliki nilai T hitung sebesar -1,732angka 
tersebut lebih kecil dibandingkan T tabel yang besarnya 2,002 jadi -
1,732< 2,002. Dengan nilai signifikasi sebesar 0,089> 0,05 maka: H2 
ditolak artinya konflik kepentingan berpengaruh negatif terhadap sistem 
pengadaan barang atau jasa pemerintah. 
3. Penerapan prinsip akuntabilitas nilai T hitung sebesar0,596angka tersebut 




Dengan nilai signifikasi sebesar 0,554> 0,05 maka: H3 ditolak artinya 
penerapan prinsip akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap sistem 
pengadaan barang atau jasa pemerintah. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan: 
1. Pencegahan korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem 
pengadaan barang atau jasa pemerintah maka saran yang dapat diberikan 
peneliti untuk OPD Kabupaten Brebes yaitu lebih teliti dalam 
permasalahan pengadaan barang atau jasa karna datanya mudah untuk 
dimanipulasi ataupun hal-hal serupa yang dapat memicu terjadinya 
kecurangan, dengan diadakanya evaluasi dan masukan dari pemimpin. 
Guna untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam kegiatan 
pengadaan barang atau jasa pemerintah. 
2. Konflik kepentingan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah, untuk itu mengingat agar 
kegiataan tetap terjaga dan berjalan dengan baik saran dari peneliti perlu 
kesadaran pegawai agar tidak menyalahgunakan wewenang yang 
diberikan pemimpin terhadap kasus konflik kepentingan yang sering 
terjadi di dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. 
3. Mengingat penerapan prinsip akuntabilitas berpengaruh negative dan 




karnasemua hasil kegiatan dilihat dari cara keterbukaan dan transparan 
dataterhadap pemimpin dan masyarakat, maka dari itu saran dari peneliti 
harus diadakannya evaluasi hasil kegiatan, agar tidak terjadi 
kesalahpahaman dalam kegiatan sistem pengadaan barang atau jasa 
pemerintah. 
C. Keterbatasan Penelitian 
1. Tidak  dapat menaruh kuisioner dan bertemu secara langsung  dengan 
responden karna responden memiliki kesibukan masing-masing. Dan 
batas penyebaran kuisioner serta waktu pengumpulan kuisioner yang 
terlalu singkat. 
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan metode 
pengumpulan data dengan cara wawancara secara langsung kepada 
responden, sehingga jawaban yang diberikan oleh responden lebih 
mencerminkan jawaban yang sebenarnya. 
3. Dalam penelitian ini model regresi linier menghasilkan nilai Adjusted 
Requare yang cukup tinggi 52,5%. oleh karna itu terdapat kemungkinan 
penelitian selanjutnya dapat mencari variabel lain yang berpengaruh 
terhadap sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah. 
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kunci untuk mengetahui “Pengaruh Pencegahan Korupsi, Konflik Kepentingan dan 
Penerapan Prinsip Akuntabilitas Terhadap Sistem Pengadaan Barang atau Jasa 
Pemerintah Kabupaten Brebes”. 
Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu mengisi semua 












A. IDENTITAS RESPONDEN 
 
1. Nomor Kuesioner.............................................................. (diisi petugas) 
2. Nama (boleh tidak diisi) : 
Umur : ….. Tahun 
Tingkat Pendidikan Terakhir : □ SLTA □ Diploma □ 
S1/DIV □ S2 □  S3 
Instansi/ Nama OPD : ………………………… 
Jabatan : 
Jenis Kelamin : □ Laki-Laki  □ 
Perempuan 
Lama Bapak/Ibu menempati 
jabatan ini : □ < 1 Tahun 
   □ 1-3 Tahun 
   □ > 3 Tahun 
Memiliki Sertifikat Pengadaan 
Barang/Jasa : □ Ya □ Tidak 
 
B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
 
1. Mohon lengkapi data responden pada tempat yang disediakan Apabila 
datanya pilihan, berikan tanda centang(√) pada setiap kotak yang 
dikehendaki. 
2. Pada isian kuesioner, berikan tanda centang (√) pada setiap kotak 
yang menjadi pilihan. 
3. Skala penilaian adalah STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak 
Setuju, KS= Kurang Setuju, S= Setuju, SS= Sangat Setuju. 
4. Pada pertanyaan yang bersifat terbuka (tidak terdapat kotak isian) 





1. Sistem Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah 
No. Item Pertanyaan STS TS KS S SS 
1. Aturan kinerja kegiatan pengadaan barang/ 
jasa sudah dilaksanakan sesuai Perpres 
No.54 Tahun 2010. 
     
2. Apakah pengadaan barang atau jasa tetap 
memperhatikan kepentingan Nasional. 
     
3. Kelancaran pengadaan barang atau jasa dan 
ketepatan tercapainya hasil kegiatan  
pengadaan barang atau jasa pada instansi 
saya sudah maksimal. 
     
4. Rencana Umum Pengadaan (RUP) 
diumumkan secara terbuka. 
     
5. Pengadaan barang atau jasa disertai rasa 
tanggung jawab untuk mencapai sasaran. 
     
6. Target kegiatan penyelenggara pengadaan 
barang atau jasa pada instansi saya sudah 
bekerja secara profesional dan mandiri. 






2. Pencegahan Korupsi 
No Item Pertanyaan STS TS KS S SS 
1. Apakah kejujuran seorang pemimpin dalam 
instansi saya sangat diperlukan. 
     
2. Instansi saya tidak memberikan bentuk keadilan 
yang sama ke semua panitia kegiatan pengelola 
pengadaan barang atau jasa. 
     
3. Diakhir kegiatan selalu diadakan evaluasi 
kinerja pegawai. 
     
4. Apakah ada rekan kerja yang meminta untuk 
melakukan sebuah kecurangan dalam melakukan 
kegiatan pengadaan barang atau jasa. 
     
5. Apakah anda mengetahui tindakan korupsi yang 
telah terjadi atau akan dilakukan oleh seseorang 
yang anda kenal. 
     
6. Apakah dalam melayani masyarakat instansi 
saya konsisten untuk cepat tanggap dan selalu 
mudah tanpa ada penawaran untuk meminta 
imbalan tertentu dalam bentuk apapun. 




3. Konflik Kepentingan 
No Item Pertanyaan STS TS KS S SS 
1. Ketika saya menerima hak penugasan, saya akan 
lebih suka mengerjakannya tanpa adanya 
bantuan dari unit departemen lain sehingga unit 
departemen saya mendapat kompensasi lebih. 
     
2. Tujuan diadakan kegiatan pengadaan tidak untuk 
kepentingan pribadi. 
     
3. Pegawai dapat mengusulkan adanya 
ketidakadilan yang ada di dalam instansi saya. 
     
4. Jika atasan membuat keputusan untuk 
pembangunan daerah, untuk tidak 
menggunakan keputusan pribadi atau sepihak. 





4. Penerapan Prinsip Akuntabilitas 
No Item Pertanyaan STS TS KS S SS 
1. Indikator standar nilai evaluasi yang akan 
dicapai ditetapkan dan telah digunakan untuk 
mengevaluasi pengelolaan akuntabilitas. 
     
2. Pencapaian kegiatan untuk penerapan 
akuntabilitas disajikan secara terbuka, cepat, dan 
tepat kepada seluruh masyarakat. 
     
3. Atasan saya merasa puas ketika suatu kegiatan 
berjalan dengan baik. 
     
4. Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas atasan 
saya selalu loyal mengayomi pegawainya. 
     
5. Atasan saya mampu menjelaskan dan 
mempertanggungjawabkan setiap kebijakan 
publik secara proporsional dalam pengadaan 
barang atau jasa. 
     
6. Saya selalu tepat waktu dalam jam kerja dan 
mempunyai tanggungjawab yang kuat. 










SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 TOTAL 
1 4 4 3 4 4 4 23 
2 4 3 2 4 4 4 21 
3 5 5 5 5 5 5 30 
4 5 4 4 5 5 5 28 
5 5 5 1 3 2 4 20 
6 5 5 5 5 5 5 30 
7 4 4 5 2 5 5 25 
8 3 4 4 4 4 5 24 
9 4 4 1 4 4 4 21 
10 5 5 5 5 5 5 30 
11 4 4 4 4 4 5 25 
12 4 3 1 4 4 3 19 
13 4 4 4 4 4 4 24 
14 5 5 3 5 5 5 28 
15 5 4 2 4 5 5 25 
16 4 4 3 4 4 4 23 
17 4 4 4 4 4 4 24 
18 4 5 3 4 4 4 24 
19 4 4 4 4 4 4 24 
20 4 4 4 4 4 4 24 
21 4 4 4 4 4 4 24 
22 4 4 4 4 4 4 24 
23 4 4 4 3 4 4 23 
24 4 4 4 4 4 4 24 
25 4 4 3 4 4 4 23 
26 4 4 3 4 4 4 23 
27 4 4 4 3 4 4 23 
28 4 4 3 4 4 4 23 
29 4 4 4 4 4 4 24 
30 5 5 2 2 4 4 22 
31 4 4 4 4 4 4 24 
32 3 4 4 4 4 4 23 




34 5 4 4 4 4 5 26 
35 4 3 3 3 4 4 21 
36 4 4 4 4 4 4 24 
37 4 4 2 2 4 4 20 
38 4 4 4 4 4 4 24 
39 5 5 5 5 5 5 30 
40 5 4 4 5 4 5 27 
41 4 4 4 5 4 5 26 
42 5 4 4 5 5 5 28 
43 5 5 5 5 5 5 30 
44 4 5 5 4 5 4 27 
45 5 4 5 4 5 5 28 
46 4 4 4 4 4 4 24 
47 5 5 4 4 5 5 28 
48 4 4 3 4 4 4 23 
49 4 3 2 4 4 4 21 
50 5 5 5 5 5 5 30 
51 5 4 4 5 5 5 28 
52 5 5 1 3 2 4 20 
53 4 4 4 4 4 5 25 
54 4 3 1 4 4 3 19 
55 4 4 4 4 4 4 24 
56 5 5 3 5 5 5 28 
57 5 4 2 4 5 5 25 
58 4 4 3 4 4 4 23 
59 4 4 4 4 4 4 24 
60 4 5 3 4 4 4 24 
61 4 4 4 4 4 4 24 





Data Penelitian Variabel Pencegahan Korupsi 
 
Responden  PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 TOTAL 
1 4 4 3 4 2 4 21 
2 4 4 3 4 3 4 22 
3 4 5 5 5 4 5 28 
4 5 5 4 5 4 4 27 
5 3 3 3 3 3 4 19 
6 5 5 5 5 1 5 26 
7 4 4 4 4 4 4 24 
8 3 4 3 4 4 5 23 
9 4 4 4 4 4 4 24 
10 5 5 5 5 5 5 30 
11 4 5 4 5 4 4 26 
12 4 4 3 3 3 4 21 
13 4 4 4 4 4 4 24 
14 5 5 5 5 5 5 30 
15 5 4 4 4 4 5 26 
16 4 4 3 4 4 4 23 
17 4 4 4 4 4 4 24 
18 5 3 3 4 2 4 21 
19 4 5 5 5 4 4 27 
20 4 5 5 5 4 4 27 
21 4 4 4 4 4 4 24 
22 4 4 2 4 2 4 20 
23 4 4 4 4 3 4 23 
24 4 4 4 4 4 4 24 
25 4 4 3 4 3 4 22 
26 4 4 3 4 3 4 22 
27 3 3 3 3 3 3 16 
28 4 4 4 4 4 4 24 
29 4 4 4 4 4 4 24 
30 4 3 3 4 3 4 21 
31 4 3 3 3 3 4 20 
32 4 3 3 3 3 4 20 
33 4 4 3 4 3 4 22 




35 4 4 4 4 3 4 23 
36 4 4 4 4 4 4 24 
37 4 4 2 4 2 4 20 
38 4 4 4 4 4 4 24 
39 4 4 4 4 4 4 24 
40 4 5 4 4 4 4 25 
41 5 4 4 5 4 4 26 
42 4 4 4 4 4 4 24 
43 5 5 5 5 5 5 30 
44 5 4 5 4 5 5 28 
45 5 5 5 5 5 5 30 
46 4 4 4 4 4 4 24 
47 4 4 4 4 4 4 24 
48 4 4 3 4 2 4 21 
49 4 4 3 4 3 4 22 
50 4 5 5 5 4 5 28 
51 5 5 4 5 4 4 27 
52 3 3 3 3 3 4 19 
53 4 5 4 5 4 4 26 
54 4 4 3 3 3 4 21 
55 4 4 4 4 4 4 24 
56 5 5 5 5 5 5 30 
57 5 4 4 4 4 5 26 
58 4 4 3 4 4 4 23 
59 4 4 4 4 4 4 24 
60 5 3 3 4 2 4 21 
61 4 5 5 5 4 4 27 










KK1 KK2 KK3 KK4 TOTA
L 
1 4 4 4 4 16 
2 4 4 4 4 16 
3 4 4 5 4 17 
4 4 4 5 4 17 
5 5 4 4 4 17 
6 4 4 4 5 17 
7 4 4 4 4 16 
8 4 4 4 4 16 
9 5 5 5 5 20 
10 4 5 5 5 19 
11 4 4 5 4 17 
12 4 4 4 4 16 
13 4 4 4 4 16 
14 4 4 4 3 15 
15 5 5 5 5 20 
16 5 5 5 5 20 
17 4 5 5 4 18 
18 4 5 5 4 18 
19 4 5 5 4 18 
20 4 5 5 4 18 
21 4 4 4 4 16 
22 3 5 4 5 17 
23 5 5 5 5 20 
24 5 5 5 5 20 
25 4 4 4 4 16 
26 4 4 4 4 16 
27 4 4 5 4 17 
28 4 5 4 4 17 
29 4 5 5 5 19 
30 4 4 5 5 18 
31 4 4 5 5 18 
32 4 4 5 5 18 




34 4 4 4 4 16 
35 4 5 5 5 19 
36 4 4 4 4 16 
37 4 4 4 4 16 
38 4 5 5 4 18 
39 4 5 4 5 18 
40 4 3 4 3 14 
41 4 4 4 4 16 
42 4 4 4 3 15 
43 4 5 5 5 19 
44 4 4 4 5 17 
45 4 4 4 5 17 
46 4 5 5 3 17 
47 4 4 4 4 16 
48 4 4 4 4 16 
49 4 4 5 4 17 
50 4 4 5 4 17 
51 5 4 4 4 17 
52 4 4 4 5 17 
53 4 4 4 4 16 
54 4 4 4 4 16 
55 5 5 5 5 20 
56 4 5 5 5 19 
57 4 4 5 4 17 
58 4 4 4 4 16 
59 4 4 4 4 16 
60 4 4 4 3 15 
61 5 5 5 5 20 





Data Penelitian Variabel Penerapan Prinsip Akuntabilitas 
 
Responden  PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 TOTAL 
1 4 4 4 4 4 4 24 
2 4 4 4 4 4 5 25 
3 4 4 5 4 5 5 27 
4 4 4 5 4 5 5 27 
5 5 4 4 4 3 4 24 
6 4 4 4 5 4 4 25 
7 4 4 4 4 4 4 24 
8 4 4 4 4 4 4 24 
9 5 5 5 5 5 4 29 
10 4 5 5 5 5 5 29 
11 4 4 5 4 4 4 25 
12 4 4 4 4 4 4 24 
13 4 4 4 4 4 4 24 
14 4 4 4 3 3 4 22 
15 5 5 5 5 5 5 30 
16 5 5 5 5 5 5 30 
17 4 5 5 4 5 5 28 
18 4 5 5 4 5 5 28 
19 4 5 5 4 5 4 27 
20 4 5 5 4 5 4 27 
21 4 4 4 4 4 4 24 
22 3 5 4 5 4 4 25 
23 5 5 5 5 5 5 30 
24 5 5 5 5 5 5 30 
25 4 4 4 4 4 4 24 
26 4 4 4 4 4 4 24 
27 4 4 5 4 5 5 27 
28 4 5 4 4 5 4 26 
29 4 5 5 5 4 4 27 
30 4 4 5 5 4 5 27 
31 4 4 5 5 5 5 28 
32 4 4 5 5 5 5 28 




34 4 4 4 4 4 4 24 
35 4 5 5 5 5 5 29 
36 4 4 4 4 4 4 24 
37 4 4 4 4 4 4 24 
38 4 5 5 4 4 5 27 
39 4 5 4 5 4 5 27 
40 4 3 4 3 4 5 23 
41 4 4 4 4 4 4 24 
42 4 4 4 5 4 5 26 
43 4 4 4 3 4 4 23 
44 4 5 5 5 5 5 29 
45 4 4 4 5 4 4 25 
46 4 4 4 5 4 4 25 
47 4 5 5 3 4 4 25 
48 4 4 5 2 5 4 24 
49 4 4 4 4 4 4 24 
50 4 4 4 4 4 5 25 
51 4 4 5 4 5 5 27 
52 4 4 5 4 5 5 27 
53 5 4 4 4 3 4 24 
54 4 4 4 5 4 4 25 
55 4 4 4 4 4 4 24 
56 4 4 4 4 4 4 24 
57 5 5 5 5 5 4 29 
58 4 5 5 5 5 5 29 
59 4 4 5 4 4 4 25 
60 4 4 4 4 4 4 24 
61 4 4 4 4 4 4 24 





Uji Validitas Variabel Sistem Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah 
Correlations 
 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SISTEM_PENGADAAN 
SP1 Pearson 
Correlation 
1 ,488** ,074 ,345** ,344** ,610** ,586** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,570 ,006 ,006 ,000 ,000 
N 62 62 62 62 62 62 62 
SP2 Pearson 
Correlation 
,488** 1 ,291* ,190 ,193 ,407** ,564** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,022 ,140 ,133 ,001 ,000 
N 62 62 62 62 62 62 62 
SP3 Pearson 
Correlation 
,074 ,291* 1 ,382** ,519** ,503** ,761** 
Sig. (2-tailed) ,570 ,022  ,002 ,000 ,000 ,000 
N 62 62 62 62 62 62 62 
SP4 Pearson 
Correlation 
,345** ,190 ,382** 1 ,472** ,462** ,688** 
Sig. (2-tailed) ,006 ,140 ,002  ,000 ,000 ,000 
N 62 62 62 62 62 62 62 
SP5 Pearson 
Correlation 
,344** ,193 ,519** ,472** 1 ,566** ,742** 
Sig. (2-tailed) ,006 ,133 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 62 62 62 62 62 62 62 
SP6 Pearson 
Correlation 
,610** ,407** ,503** ,462** ,566** 1 ,815** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,000 ,000  ,000 







,586** ,564** ,761** ,688** ,742** ,815** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 62 62 62 62 62 62 62 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 







Uji Validitas Pencegahan Korupsi 
Correlations 





1 ,383** ,443** ,575** ,233 ,514** ,638** 
Sig. (2-tailed)  ,002 ,000 ,000 ,069 ,000 ,000 
N 62 62 62 62 62 62 62 
PK2 Pearson 
Correlation 
,383** 1 ,697** ,825** ,474** ,476** ,829** 
Sig. (2-tailed) ,002  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 62 62 62 62 62 62 62 
PK3 Pearson 
Correlation 
,443** ,697** 1 ,687** ,669** ,550** ,885** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 62 62 62 62 62 62 62 
PK4 Pearson 
Correlation 
,575** ,825** ,687** 1 ,411** ,459** ,840** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,001 ,000 ,000 
N 62 62 62 62 62 62 62 
PK5 Pearson 
Correlation 
,233 ,474** ,669** ,411** 1 ,379** ,730** 
Sig. (2-tailed) ,069 ,000 ,000 ,001  ,002 ,000 
N 62 62 62 62 62 62 62 
PK6 Pearson 
Correlation 
,514** ,476** ,550** ,459** ,379** 1 ,692** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,002  ,000 






,638** ,829** ,885** ,840** ,730** ,692** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 62 62 62 62 62 62 62 






Uji Validitas Konflik Kepentingan 
Correlations 





1 ,290* ,277* ,281* ,571** 
Sig. (2-tailed)  ,022 ,029 ,027 ,000 
N 62 62 62 62 62 
KK2 Pearson 
Correlation 
,290* 1 ,558** ,479** ,808** 
Sig. (2-tailed) ,022  ,000 ,000 ,000 
N 62 62 62 62 62 
KK3 Pearson 
Correlation 
,277* ,558** 1 ,355** ,753** 
Sig. (2-tailed) ,029 ,000  ,005 ,000 
N 62 62 62 62 62 
KK4 Pearson 
Correlation 
,281* ,479** ,355** 1 ,769** 
Sig. (2-tailed) ,027 ,000 ,005  ,000 






,571** ,808** ,753** ,769** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 62 62 62 62 62 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 







Uji Validitas Penerapan Prinsip Akuntabilitas 
Correlations 






1 ,256* ,253* ,230 ,141 ,117 ,422** 
Sig. (2-tailed)  ,045 ,047 ,072 ,275 ,363 ,001 
N 62 62 62 62 62 62 62 
PP2 Pearson 
Correlation 
,256* 1 ,552** ,432** ,512** ,244 ,728** 
Sig. (2-tailed) ,045  ,000 ,000 ,000 ,056 ,000 
N 62 62 62 62 62 62 62 
PP3 Pearson 
Correlation 
,253* ,552** 1 ,230 ,744** ,543** ,797** 
Sig. (2-tailed) ,047 ,000  ,072 ,000 ,000 ,000 
N 62 62 62 62 62 62 62 
PP4 Pearson 
Correlation 
,230 ,432** ,230 1 ,323* ,331** ,661** 
Sig. (2-tailed) ,072 ,000 ,072  ,010 ,009 ,000 
N 62 62 62 62 62 62 62 
PP5 Pearson 
Correlation 
,141 ,512** ,744** ,323* 1 ,546** ,809** 
Sig. (2-tailed) ,275 ,000 ,000 ,010  ,000 ,000 
N 62 62 62 62 62 62 62 
PP6 Pearson 
Correlation 
,117 ,244 ,543** ,331** ,546** 1 ,679** 
Sig. (2-tailed) ,363 ,056 ,000 ,009 ,000  ,000 






,422** ,728** ,797** ,661** ,809** ,679** 1 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 62 62 62 62 62 62 62 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 







REABILITAS SISTEM PENGADAAN BARANG ATAU JASA  
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,759 6 
 
RELIABILITAS PENCEGAHAN KORUPSI 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,854 6 
 
RELIABILITAS KONFLIK KEPENTINGAN 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,704 4 
 
RELIABILITAS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,775 6 
 
 
 
